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ABSTRAK
NAMA : DIAN INDIRA MURTI
NIM : 10800112070
JUDUL :PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI
KEUANGAN DAERAH SERTA PENGAWASAN KEUANGAN
DAERAH DALAM MEWUJUDKAN TRANSPARANSI DAN
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GOWA
Skripsi ini membahas tentang penerapan SIMDA Keuangan sebagai sistem
informasi akuntansi daerah dan pengawasan keuangan daerah di Kabupaten Gowa
dengan tujuan mengetahui proses penerapan SIMDA Keuangan dan pengawasan
keuangan daerah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan
keuangan daerah. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Pemerintah
Kabupaten Gowa.
Untuk menjawab permasalahan diatas dalam penulisan skripsi ini penulis
menggunakan metode pendekatan deskriptif-kualitatif. Dalam mengumpulkan data
tersebut menggunakan wawancara dan beberapa data sekunder pendukung lainnya
dari situs resmi entitas. Kemudian peneliti menganalisis data dan
menginterprestasikan data yang didapatkan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan SIMDA Keuangan sebagai
sistem informasi akuntansi daerah di Kabupaten Gowa saat ini belum begitu efektif.
Hal tersebut terkait dengan masalah infrastruktur dan masalah kesiapan SDM.
Walaupun SIMDA Keuangan belum efektif diterapkan, tetapi dengan penerapan
SIMDA Keuangan dapat mempermudah dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan
daerah. Sistem pengawasan keuangan daerah di Kabupaten Gowa selaku Inspektorat
Daerah sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan yang telah ditetapkan.
Diterapkannya SIMDA Keuangan maka transparansi sistem pengelolaan keuangan
Pemerintah Daerah jadi lebih terlihat karena mampu menguraikan secara jelas dan
rinci alur dari setiap transaksi keuangan ditambah laporan keuangan yang dihasilkan
mampu memberikan informasi keuangan secara tepat waktu, lengkap, akurat dan
dapat diandalkan sesuai ketentuan yang berlaku.
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Seiring dengan beralihnya pemerintahan dari pemerintahan orde baru
menjadi era reformasi, pengelolaan keuangan daerah juga mengalami perubahan.
Pengelolaan keuangan daerah yang dulunya berbentuk sentralisasi berubah
menjadi bentuk desentralisasi yang berpusat pada pemerintah daerah. Dengan
diterapkannya bentuk desentralisasi dapat terwujud pemerataan penyediaan
pelayanan publik pada setiap daerah dan dapat memperpendek jarak pemerintah
sebagai penyedia layanan publik dengan masyarakat. Selain itu bentuk
desentralisasi ini dapat menjadi pemicu daya saing pemerintah daerah sehingga
akan tercapai peningkatan kemandirian pemerintah daerah, pemerintah
menerapkan UU No. 32 Tahun 2004 yang menjadi dasar penerapan otonomi
daerah di pemerintahan daerah.
Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, akuntansi sektor publik di
Indonesia juga terus mengalami perkembangan. Akuntansi sektor publik dalam
perkembangannya selain sebagai suatu sistem yang digunakan oleh pemerintah
daerah dalam mengelola keuangan daerah juga digunakan sebagai bentuk
pertanggungjawaban pemerintah kepada publik. Dalam hal pertanggungjawaban
ini semakin besar perhatian publik terhadap praktek akuntansi yang dilakukan
oleh lembaga-lembaga pemerintahan. Menurut Rinaldi (2013) akuntabilitas dapat
diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau
2kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang
telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang
dilaksanakan secara periodik.
Sesuai dengan teori stewardship yang menjelaskan bahwa eksistensi
Pemerintah Daerah sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya untuk bertindak
sesuai dengan kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan fungsinya
dengan tepat, membuat pertanggungjawaban keuangan yang diamanahkan
kepadanya, sehingga tujuan ekonomi, pelayanan publik maupun kesejahteraan
masyarakat dapat tercapai secara maksimal.
Sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap publik,
pemerintah pusat menerbitkan beberapa Peraturan Pemerintah (PP) yang
menyangkut pengelolaan keuangan daerah, antara lain Peraturan Pemerintah
Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP)
tersebut lembaga-lembaga pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah
daerah diharuskan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dengan
menyampaikan laporan pertangggungjawaban berupa laporan keuangan setiap
tahunnya.
Untuk mewujudkan suatu transparansi dan akuntabilitas dalam laporan
keuangan pemerintah daerah harus memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan
(SAP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Mengingat
laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan
3sebagai dasar untuk pengambilan keputusan, suatu laporan keuangan pemerintah
harus disajikan dan dilaporkan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang
diterima umum. Sehingga dalam penyusunannya sangat diperlukan sistem
akuntansi yang baik, yang dapat mendukung terciptanya laporan keuangan yang
berkualitas sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71
Tahun 2010 yakni relevan, andal, dapat, dapat dibandingkan, dapat dipahami dan
tetap mengutamakan transparansi dan akuntabilitas.
Untuk menyajikan informasi keuangan yang handal kepada para pemakai
agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan, diperlukan upaya tertentu yang
dipandang relevan, yaitu pengawasan keuangan daerah (Tuasikal, 2007 dalam
Armando, 2013). Pengawasan keuangan daerah merupakan kegiatan sistematis
yang ditujukan untuk menjamin agar pengelolaan keuangan pemerintah daerah
berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku terkait pada semua hak dan kewajiban daerah dalam kerangka
penyelenggaraan pemerintahan. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya
untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas
tujuan yang akan dicapai.
Perkembangan ilmu dan teknologi yang pesat membawa pengaruh
terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan oleh organisasi. Dengan demikian,
kebutuhan akan data dan informasi dalam suatu organisasi sangat penting agar
tujuan organisasi dapat tercapai. Perkembangan teknologi saat ini mendorong
organisasi untuk mengolah datanya dengan cepat, lengkap dan akurat.
Perkembangan teknologi informasi komunikasi yang semakin pesat telah
4mempengaruhi sistem pengolahan data dan sistem informasi pada entitas yang
melakukan pelaporan data keuangan. Untuk dapat melakukan pengolahan data
keuangan secara efektif dan efisien maka dibutuhkan suatu sistem informasi yang
dapat diandalkan, cepat dan akurat sehingga suatu sistem dapat diintegrasikan
secara menyeluruh dan mampu memberikan informasi yang handal dan relevan.
Dalam Islam dijelaskan informasi harus diteliti kebenarannya yang terkandung
dalam QS. Al-Hujuraat/49:6 yang berbunyi :
                       
         
Terjemahnya:
Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang Fasik
membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak
menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui
keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.
(QS. Al-Hujaraat:6).
Kata kunci dari ayat ini adalah “teliti kebenarannya”. Dengan tegas Al-
Qur’an mengajarkan kita mengecek informasi yang kita dapatkan. Karena kita
akan menyesal jika mudah menerima informasi tanpa menelitinya terlebih dahulu.
Akan banyak yang menjadi korban kecerobohan kita, seperti yang tertera pada
akhir ayat diatas “yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu”. Turunnya
ayat ini mengajarkan kepada kita sebagai kaum muslimin agar berhati-hati dalam
menerima berita dan informasi. Sebab informasi sangat menentukan mekanisme
pengambilan keputusan. Sama halnya di dalam sebuah organisasi, informasi yang
dihasilkan haruslah diteliti kebenarannya, sehingga pihak-pihak pengguna
5informasi tersebut tidak salah dalam menentukan keputusan terhadap
keberlanjutan organisasi kedepannya.
Salah satu faktor pendukung dalam menghasilkan laporan keuangan yang
berkualitas adalah sistem informasi akuntansi, dimana laporan keuangan
dihasilkan dari suatu proses yang didasarkan pada input yang baik, proses yang
baik dan output yang baik. Ketiga aspek tersebut haruslah terpadu dan
berkesinambungan sebagai pondasi sistem pelaporan keuangan yang baik
(Kurniawan, 2011).
Sistem informasi akuntansi merupakan alat yang digunakan oleh
manajemen dalam organisasi untuk memberikan nilai tambah yang menghasilkan
keunggulan kompetitif dan sebagai alat kontrol. Rostami dan Mongadam (2010)
menyatakan bahwa teknologi informasi dapat digunakan sebagai pendukung yang
sangat baik bagi organisasi dalam menjalankan strategi yang telah ditetapkan.
Pada saat Sistem Informasi Akuntansi (SIA) terintegrasi dengan teknologi
informasi yang digunakan oleh organisasi tidak berjalan dengan baik, maka akan
menghasilkan output informasi yang dapat melemahkan kinerja organisasi. Devi
(2013) menyatakan bahwa keberhasilan sistem informasi suatu organisasi
tergantung bagaimana sistem itu dijalankan, kemudahan sistem itu bagi para
pemakainya dan pemanfaatan teknologi yang digunakan.
Pemerintah daerah memerlukan sistem yang dapat menghasilkan laporan
keuangan dan informasi keuangan lainnya secara lebih komprehensif yang
meliputi informasi mengenai posisi keuangan daerah, kondisi kinerja keuangan,
dan akuntabilitas pemerintah daerah. Sistem tersebut juga harus mengacu pada
6Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 yang telah diperbaharui
menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan tersebut mempunyai tujuan untuk
memperbaiki informasi yang dihasilkan.
Untuk itu pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat memanfaatkan
dan mendayagunakan kemajuan teknologi informasi, sehingga laporan keuangan
yang dihasilkan oleh pemerintah daerah dapat memenuhi kriteria nilai informasi
yang disyaratkan. Sistem informasi akuntansi keuangan daerah adalah suatu
sistem pengelompokan, pencatatan, dan pemrosesan aktivitas keuangan
pemerintah daerah ke dalam sebuah laporan keuangan sebagai suatu informasi
yang dapat digunakan oleh pihak tertentu dalam pengambilan keputusan. Dengan
kemajuan teknologi informasi yang berkembang begitu pesat serta potensi
pemanfaatannya secara luas, maka pengelolaan dan akses terhadap informasi
keuangan daerah dapat dilakukan lebih cepat dan akurat.
Pemanfaatan teknologi informasi menjadi faktor penting dalam
pengimplementasian suatu sistem, sehingga tujuan pengelolaan keuangan daerah
yang baik dapat dicapai. Untuk dapat menyajikan laporan keuangan pemerintah
yang berkualitas sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah, lembaga-lembaga
pemerintahan di Indonesia menerapkan Sistem Informasi Manajemen Daerah
(SIMDA) dalam pengelolaan keuangan. Pada pemerintah daerah Kabupaten
Gowa khususnya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang merupakan entitas
akuntansi dalam pengelolaan keuangan setiap tahunnya dalam penyusunan
7laporan keuangan menggunakan SIMDA. Penerapan SIMDA ini dimaksudkan
untuk dapat membuat laporan keuangan pemerintah lebih tepat waktu, lengkap
dan meminimalisir kesalahan perhitungan.
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah
mengembangkan sistem aplikasi komputer yang dapat mengolah data transaksi
keuangan menjadi laporan keuangan yang dapat dimanfaatkan setiap saat, yakni
Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) yaitu sebuah sistem berbasis
aplikasi teknologi yang dikembangkan untuk mendukung tercapainya
akuntabilitas bagi pemerintah daerah baik ditingkat pelaporan ataupun ditingkat
akuntansi. Aplikasi ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam
penyusunan, perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan dan
penatausahaan APBD dan pertanggungjawaban APBD.
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Gowa
merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang telah
menerapkan SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) sebagai sistem
informasi pengelola keuangan dan sistem informasi pelaporan keuangan. Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa menerapkan SIMDA sebagai
sistem informasi manajemen yang lebih luas dari berbagai subsistem yang ada
dalam SIMDA tersebut. Salah satu paket aplikasi SIMDA yang diterapkan oleh
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa yaitu SIMDA Keuangan,
yang membantu BPKD dalam mengolah data keuangan serta melaporkan data
keuangan tersebut ke instansi di atasnya (Pemerintah Kabupaten Gowa).
8Pemerintah Kabupaten Gowa telah menerapkan SIMDA sejak tahun 2015,
diawal penerapannya sistem ini masih menemui beberapa kendala teknis terkait
dengan proses pelaporan keuangan, akan tetapi output yang dihasilkan oleh sistem
ini lebih terstruktur daripada penyusunan dengan sistem manual. Sementara itu
dukungan infrastruktur aplikasi SIMDA masih belum optimal karena tidak semua
wilayah SKPD dapat diakses. Padahal untuk proses pengelolaan keuangan daerah
dengan menggunakan aplikasi SIMDA harus didukung oleh adanya akses internet.
Berdasarkan uraian di atas, proses pengelolaan keuangan daerah di
Kabupaten Gowa masih dihadapkan pada permasalahan pokok, yang terdiri dari
masalah sumber daya manusia, masalah peraturan perundang-undangan, dan
masalah infrastruktur. 1). Masalah sumber daya manusia (SDM); masih lemahnya
sumber daya manusia yang terlibat dalam proses pengelolaan keuangan daerah
khusunya dalam memahami penggunaan SIMDA. 2). Masalah Peraturan
Perundang-undangan; Berbagai peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan
keuangan daerah masih mempunyai potensi multi tafsir sehingga menimbulkan
banyak persepsi mengenai tata laksana keuangan daerah. 3). Masalah
Infrastruktur; penerapan SIMDA memerlukan akses internet yang baik di seluruh
wilayah SKPD berada, karena SIMDA secara online mengharuskan seluruh
proses keuangan daerah dilaksanakan secara online, untuk itu fasilitas untuk
mendukung proses keuangan secara online tersebut harus tersedia dengan baik.
Oleh karena itu, dirasa perlu melakukan penelitian untuk mengetahui
bagaimana SIMDA Keuangan sebagai sistem informasi akuntansi daerah dapat
mempermudah tugas pelaporan dan fungsi pengawasan keuangan daerah untuk
9mencapai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Adapun
judul yang diangkat dalam penelitian ini yaitu “Penerapan Sistem Informasi
Akuntansi Keuangan Daerah serta Pengawasan Keuangan Daerah Dalam
Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa”
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus
Fokus penelitian ini adalah bagaimana penerapan SIMDA sebagai sistem
informasi akuntansi keuangan daerah dan pengawasan keuangan daerah di
Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa sehingga dapat mewujudkan transparansi
dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah Daerah memerlukan
sistem yang dapat menghasilkan laporan keuangan dan informasi keuangan
lainnya secara lebih komprehensif yang meliputi informasi mengenai posisi
keuangan daerah, kondisi kinerja keuangan, dan akuntabilitas Pemerintah Daerah.
Sistem tersebut juga harus mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Objek dalam penelitian ini adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah di
Kabupaten Gowa. Pemilihan objek berupa salah satu SKPD dikarenakan Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah fungsinya ada 2 yaitu selaku Bendahara Umum
Daerah dan juga selaku SKPD. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku
sebagai Bendahara Umum Daerah sebagai koordinator didalam rangka
pelaksanaan sistem akuntansi dan mengawasi dalam menyusun laporan keuangan
daerah.
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Penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara kepada informan
secara mendalam yang dianggap berkompeten dan memiliki kapasitas dalam
memberikan informasi tentang bagaimana penerapan SIMDA sebagai sistem
informasi akuntansi daerah dan pengawasan keuangan daerah untuk mendukung
tercapainya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Pemerintah
Daerah.
C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian diatas, maka rumusan
masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana penerapan SIMDA sebagai sistem informasi akuntansi daerah
di Kabupaten Gowa?
2. Bagaimana sistem pengawasan dalam pengelolaan keuangan daerah di
Kabupaten Gowa?
3. Apakah dengan penerapan sistem informasi akuntansi keuangan daerah
dan pengawasan keuangan daerah mampu mewujudkan transparansi dan
akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Gowa?
D. Kajian Pustaka
Dasar atau acuan yang berupa temuan-temuan melalui hasil berbagai
penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat dijadikan
sebagai data pendukung. Salah satu data pendukung yang menurut peneliti perlu
dijadikan bagian tersendiri adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan
permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini. Dalam hal ini, fokus
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penelitian terdahulu yang dijadikan acuan adalah terkait dengan masalah
penerapan SIMDA sebagai sistem informasi akuntansi daerah serta pengawasan
keuangan daerah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan
keuangan daerah.
Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu
No Judul dan Nama
Peneliti
Jenis
Penelitian
Hasil Penelitian
1. Evaluasi Penerapan
Sistem Informasi
Manajemen Daerah
(Simda) Pada Dinas
Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan
Dan Asset Daerah Kota
Kotamobagu
(Veybie Komaling dan
Stanley Kho Walandow
: 2015)
Kualitatif Penerapan SIMDA Keuangan pada
Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan Dan Aset Daerah Kota
Kotamobagu belum sepenuhnya
sesuai dengan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku, karena
prosedur pengeluaran kas pada Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
Dan Aset Daerah belum sesuai
dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah.
2. Efektivitas Penerapan
Sistem Informasi
Manajemen Daerah
(Simda) Pada Dinas
Pendapatan
Pengelolaan Keuangan
Dan Aset Daerah
(DPPKAD) Kabupaten
Tegal
(Aulia Lorie Pangestika
dan Yeni Priatna Sari :
2016)
Kualitatif Berdasarkan dari hasil analisis
terhadap kondisi dijumpai dalam
penelitian seperti dibahas dalam bab
sebelumnya maka kesimpulan yang
dapat ditarik dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut :
1) SIMDA memudahkan proses
penyusunan laporan keuangan,
pegawai tinggal mencatat
/menginput data pada sistem.
Selanjutnya proses
pengklasifikasian, pengikhtisaran
hingga akhirnya terbentuk laporan
keuangan, dikerjakan secara
otomatis oleh sistem.
2) SIMDA menyebabkan informasi
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yang dihasilkan DPPKAD Kab.
Tegal menjadi lebih baik dari segi
ketepatan waktu.
3) Output yang dihasilkan SIMDA
yaitu Rencana Kerja Anggaran
(RKA), Dokumen Pelaksana
Anggaran (DPA), dan Penjabaran
mengenai APBD yang di
keluarkan oleh PerBup (Peraturan
Bupati)
4) Kualitas informasi yang
dihasilkan SIMDA antara lain:
Dapat di pahami, relevan, andal,
dapat diperbandingkan.
5) Terintegrasi, dapat
diimplementasikan untuk
pengelolaan keuangan daerah.
3
.
Penerapan Sistem
Akuntansi Keuangan
Daerah dalam
Mewujudkan
Transparansi dan
Akuntabilitas
Keuangan Pemerintah
Daerah Provinsi
Sulawesi Utara
(Febriana F. Albugis :
2016)
Kualitatif Sistem dan prosedur keuangan
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
telah sesuai dengan peraturan yang
ada, dapat dilihat bahwa Pemerintah
Provinsi Sulawesi Utara telah
menerapkan sistem dan prosedur
yang baik. Dengan adanya Pencatatan
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
berdasarkan Permendagri No 64
Tahun 2013 dan Peraturan
Pemerintah No 71 Tahun 2010
tentang pencatatan dan pelaporan
keuangan berbasis akrual yang
memang menggunakan suatu
program komputer (Sofware)
membuat akses terhadap laporan dan
data keuangan menjadi lebih cepat
dan transparan. Pengelolaan
keuangan daerah Pemerintah Provinsi
Sulawesi Utara bisa dikatakan efisien
dengan adanya surplus anggaran,
dengan Penerapan Sistem Akuntansi
Keuangan Daerah di Pemerintah
Provinsi Sulawesi Utara telah
berjalan dengan cukup baik hingga
dapat mewujudkan transparansi dan
akuntabilitas keuangan daerah.
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan ulasan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian
adalah sebagai berikut:
a. Untuk mengetahui penerapan SIMDA sebagai sistem informasi akuntansi
daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa.
b. Untuk mengetahui sistem pengawasan dalam pengelolaan keuangan
daerah Kabupaten Gowa.
c. Untuk mengetahui penerapan SIMDA sebagai sistem informasi akuntansi
daerah dan pengawasan keuangan daerah dalam mewujudkan transparansi
dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Gowa.
2. Kegunaan Penelitian
Manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini dapat dilihat dari
beberapa aspek :
a. Aspek Teoretis
Untuk memberikan wawasan yang luas bagi para akademisi dimana dapat
menambah pengetahuan tentang Pemerintahan Daerah terutama mengenai
sistem informasi akuntansi dalam pengelolaan keuangan daerah dan dapat
memberikan informasi dan pengetahuan kepada semua pihak yang
menggunakan laporan keuangan terkait dengan komponen-komponen apa
saja yang ada didalamnya dan memberikan pemahaman lebih mendalam
kepada masyarakat mengenai sistem akuntansi yang diterapkan di dalam
Pemerintahan Daerah Kabupaten Gowa.
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b. Aspek Praktis
Memberikan manfaat serta masukan yang berguna sebagai bahan
pertimbangan di masa yang akan datang mengenai penerapan praktik
sistem informasi akuntansi, terutama dalam sistem pencatatannya sehingga
dapat menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel.
Dan juga sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi Pemerintah
khususnya pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa untuk dijadikan
sebagai wacana dan referensi dalam pengambilan keputusan tentang
kebijakan-kebijakan yang hendak diterapkan. Serta dapat dijadikan
sebagai sumber referensi dan tambahan informasi bagi peneliti selanjutnya
tentang penerapan sistem informasi akuntansi dalam sektor publik.
c. Aspek Regulasi
Dalam aspek regulasi penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu
acuan untuk memperhatikan aspek yang berhubungan dengan pengelolaan
keuangan daerah.
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BAB II
TINJAUAN TEORETIS
A. Teori Stewardship (Stewardship Theory)
Grand theory yang mendasari penelitian ini adalah bagian dari agency
theory yaitu Stewardship theory (Donaldson, 1991) yang menggambarkan situasi
dimana para manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi
lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi.
Teori tersebut mengasumsikan bahwa adanya hubungan yang kuat antara
kepuasan dan kesuksesan organisasi. Kesuksesan organisasi menggambarkan
maksimalisasi utilitas kelompok principals dan manajemen. Maksimalisasi utilitas
kelompok ini pada akhirnya akan memaksimumkan kepentingan individu yang
ada dalam  kelompok organisasi tersebut.
Stewardship theory dapat diterapkan pada penelitian akuntansi organisasi
sektor publik seperti organisasi pemerintahan (Morgan, 1996; David, 2006 dan
Thorton, 2009) dan non profit lainnya (Vargas, 2004; Caers Ralf, 2006 dan
Wilson, 2010) yang sejak awal perkembangannya, akuntansi sektor publik telah
dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi hubungan antara
stewards dengan principals. Akuntansi sebagai penggerak berjalannya transaksi
bergerak ke arah yang semakin kompleks dan diikuti dengan tumbuhnya
spesialisasi dalam akuntansi dan perkembangan organisasi sektor publik.
Kondisi semakin kompleks dengan bertambahnya tuntutan akan
akuntabilitas pada organisasi sektor publik, principal semakin sulit untuk
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melaksanakan sendiri fungsi-fungsi pengelolaan. Pemisahan antara fungsi
kepemilikan dengan fungsi pengelolaan menjadi semakin nyata. Berbagai
keterbatasan, pemilik sumber daya (capital suppliers/principals) mempercayakan
(trust=amanah) pengelolaan sumber daya tersebut kepada pihak lain (steward=
manajemen) yang lebih capable dan siap. Kontrak hubungan antara steward dan
principals atas dasar kepercayaan (trust=amanah), bertindak kolektif sesuai
dengan tujuan organisasi, sehingga model yang sesuai pada kasus organisasi
sektor publik adalah stewardship theory.
Implikasi teori stewardship terhadap penelitian ini, dapat menjelaskan
eksistensi pemerintah daerah sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya untuk
bertindak sesuai dengan kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan
fungsinya dengan tepat, membuat pertanggungjawaban keuangan yang
diamanahkan kepadanya, sehingga tujuan ekonomi, pelayanan publik maupun
kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal. Untuk melaksanakan
tanggung jawab tersebut maka stewards (manajemen dan auditor internal)
mengarahkan semua kemampuan dan keahliannya dalam mengefektifkan
pengendalian intern untuk dapat menghasilkan laporan informasi keuangan yang
berkualitas.
B. Teori Kegunaan-Keputusan (Decision Usefullness Theory)
Teori kegunaan-keputusan informasi akuntansi merupakan bagian dari
teori normatif. Teori kegunaan-keputusan (decision-usefullness theory) dari
informasi akuntansi dikemukakan dalam disertasi Staubus untuk pertama kalinya
pada tahun 1954. Pendekatan model keputusan ditujukan untuk mengetahui
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informasi apa yang diperlukan untuk membuat keputusan. Teori kegunaan-
keputusan mencakup mengenai syarat dari kualitas informasi akuntansi yang
berguna dalam keputusan yang akan diambil oleh pengguna. Kegunaan keputusan
informasi akuntansi mengandung komponen-komponen yang perlu
dipertimbangkan oleh para penyaji informasi akuntansi agar cakupan yang ada
dapat memenuhi kebutuhan para pengambil keputusan yang akan
menggunakannya.
Premis dari teori kegunaan-keputusan adalah: tujuan akuntansi untuk
menyediakan informasi keuangan mengenai organisasi guna pengambilan
keputusan. Tujuan akuntansi dikaitkan dengan stakeholders adalah menyediakan
informasi keuangan mengenai suatu organisasi yang akan digunakan dalam
pembuatan keputusan. Sikap manajemen terhadap penerapan suatu standar
akuntansi berhubungan dengan kepentingannya terhadap pengungkapan informasi
akuntansi yang menggambarkan kinerja finansial dalam bentuk pelaporan
keuangan. Teori kegunaan-keputusan informasi akuntansi tercermin dalam bentuk
kaidah-kaidah yang harus dipenuhi oleh komponen-komponen pelaporan
keuangan agar dapat bermanfaat dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi.
Pengelompokkan users dalam konsep decision-usefullness terbagi dalam
tiga kelompok yaitu kelompok masyarakat, kelompok legislatif dan kelompok
dewan pengawas. Kelompok masyarakat menggunakan laporan keuangan
pemerintah untuk mengevaluasi keefesienan dan keefektifan kegiatan yang
dilakukan pemerintah, membandingkan hasil program yang sedang berjalan
dengan tahun sebelumnya, menaksir operasional keuangan dan kondisi keuangan,
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dan untuk menentukan terlaksananya anggaran yang dibuat. Kelompok dewan
pengawas menggunakan laporan keuangan Pemerintah untuk mengevaluasi
pendanaan dan pengeluaran yang dilakukan oleh eksekutif, membandingkan
antara anggaran yang telah dibuat dengan realisasi anggaran yang terjadi,
pengawasan aktivitas dana dan posisi keuangan untuk menganalisis keseimbangan
dana.
C. Sistem Informasi Akuntansi
Akuntansi dan sistem infomasi akuntansi bertitik tolak dari suatu landasan
yang terdiri dari berbagai konsep, yaitu konsep mengenai akuntansi itu sendiri,
konsep sistem, konsep informasi, konsep organisasi dan konsep pengambilan
keputusan (Nunuy, 2009). Akuntansi merupakan fungsi pelayanan yang bertujuan
untuk menyediakan pengguna informasi kuantitatif, di sisi lain sistem informasi
akuntansi dirancang untuk mengumpulkan, memasukkan, memproses, dan
melaporkan data dan informasi. Sistem informasi akuntansi dapat berupa sistem
manual atau sistem komputerisasi menggunakan komputer. (Mahdi et. al 2010).
Wilkinson (1991) mendefinisikan sistem sebagai suatu kelompok yang
terdiri atas komponen-komponen (fungsi, manusia, aktifitas dan lain-lain) yang
saling berhubungan dan saling mendukung untuk mencapai satu atau lebih tujuan
yang telah ditetapkan sebelumnya. Informasi merupakan data yang sudah
dimanifestasikan ke dalam bentuk tertentu, sehingga bagi yang memerlukannya
merupakan sesuatu yang berguna, mempunyai atau diharapkan akan mempunyai
nilai nyata sebagai sarana dalam proses pengolahan data menjadi informasi
(Bodnar & Hopwood, 2010).
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Wilkinson (2000) menekankan fungsi sistem informasi dalam transformasi
data menjadi informasi yang akan digunakan dalam mendukung pengambilan
keputusan oleh organisasi, dengan mengetengahkan dimensi pelaksana, data,
proses, dan teknologi informasi. Sistem informasi berfungsi untuk mendukung
aktivitas-aktivitas yang dijalankan sistem bisnis (organisasi). Konsekuensinya,
sistem informasi dalam hal ini dipandang sebagai subsistem dari sistem bisnis
(organisasi). Sistem informasi mengumpulkan informasi yang diinginkan untuk
pengambilan keputusan. Perubahan latar belakang bisnis komprehensif dengan
munculnya komputer dan internet, untuk itu struktur bisnis memerlukan
perubahan informasi, dan daya saing sebagai faktor utama bagi kehidupan
organisasi. Informasi diperlukan untuk menghadapi tantangan perubahan
teknologi informasi dan sebagai alat strategis organisasi (Mohammed et. al,
2011).
Karakteristik yang menonjol dari kerangka sistem informasi diantaranya
dimensi sumber daya, meliputi: data, pelaksana atau personalia, perlengkapan,
peralatan, dan dana; dimensi tugas, meliputi: pengumpulan data, pemrosesan data,
manajemen data, pengendalian data, pengadaaan informasi; dimensi tujuan,
meliputi: dukungan terhadap pengambilan keputusan, dukungan terhadap operasi
harian, dukungan terhadap kewajiban kepengurusan; dimensi pemakai informasi,
meliputi: manajer, pegawai, pemilik dan pemakai eksternal lainnya; dimensi
tahapan, meliputi: masukan, pemrosesan, keluaran (Nunuy, 2009).
Sistem informasi akuntansi merupakan kumpulan sumber daya, seperti
manusia dan peralatan yang dirancang untuk mengubah data keuangan dan data
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lainnya ke dalam informasi, informasi tersebut dikomunikasikan kepada para
pembuat keputusan (Bodnar & Hopwood, 2007). Barry (2003) menambahkan
modal dalam organisasi, sedangkan Romney & Paul (2004) menyatakan sistem
informasi akuntansi merupakan serangkaian dari satu atau lebih komponen yang
saling berelasi dan berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan, yang terdiri dari
pelaku, serangkaian prosedur, dan teknologi informasi.
D. Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2010 dalam penyusunan
pelaporan keuangan daerah, diperlukan sistem yang mengatur proses
pengklasifikasian, pengukuran, dan pengungkapan seluruh transaksi keuangan
yang disebut dengan sistem akuntansi. Informasi keuangan yang bermanfaat bagi
pemakai yang dihasilkan dari laporan keuangan yang disusun oleh personel yang
memiliki kompetensi di bidang pengelolaan keuangan daerah dan sistem
akuntansi (Tuasikal, 2007).
Efektivitas sistem informasi akuntansi dapat memberikan informasi yang
diterima manajemen untuk membantu keputusan yang bersangkutan. Efektivitas
sistem informasi akuntansi adalah ukuran keberhasilan untuk memenuhi tujuan
yang ditetapkan. Keberhasilan pelaksanaan sistem informasi akuntansi dapat
diartikan penerapannya menguntungkan, menjadi perhatian utama organisasi,
memberikan kepuasan bagi banyak pengguna dan meningkatkan kualitas kinerja
mereka (Moscove et. al, 2009).
Proses sistem informasi akuntansi terdiri dari input, output, penyimpanan
data, prosesor, pengguna, dan tindakan pengendalian. Data dimasukkan ke dalam
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sistem informasi untuk diproses. Data adalah fakta-fakta yang dikumpulkan dan
diproses oleh sistem informasi. Data berarti dan berguna, oleh karena itu harus
diproses dan diubah ke bentuk yang bermakna, terorganisir, dan berguna yang
disebut informasi. Output adalah informasi yang berarti dan berguna yang
dihasilkan oleh sistem informasi.
Untuk itu, pemerintah daerah memerlukan sistem yang dapat
menghasilkan laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya secara lebih
komprehensif yang meliputi informasi mengenai posisi keuangan daerah, kondisi
kinerja keuangan, dan akuntabilitas pemerintah daerah. Sistem tersebut juga harus
mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Pada sistem akuntansi pemerintah, ada beberapa ciri terpenting atau
persyaratan yang diperlukan, diantaranya: sistem akuntansi pemerintah harus
dirancang sesuai dengan konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku pada suatu Negara. Sistem akuntansi pemerintah harus dapat
menyediakan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan diaudit. Sistem
akuntansi pemerintah harus mampu menyediakan informasi keuangan yang
diperlukan untuk penyusunan rencana/program dan evaluasi pelaksanaan secara
fisik dan keuangan. Pelaksanaan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah mengamanatkan adanya dukungan
Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) untuk menunjang perumusan
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kebijakan fiskal secara nasional serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
dalam pelaksanaan desentralisasi.
Sistem informasi akuntansi pada pemerintahan daerah lebih dikenal
dengan nama Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD). SIKD merupakan
sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan serta mengolah data
pengelolaan keuangan daerah serta data terkait lainnya menjadi informasi yang
disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam
rangka perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah
daerah (Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010).
Pemerintahan daerah sebagai organisasi sektor publik, agar dapat berjalan
efektif, efisien, transparan dan bersih diperlukan dukungan dari sistem informasi
akuntansi yang memadai agar informasi yang dihasilkan dapat digunakan untuk
manajemen keputusan dan pengendalian keputusan. SIKD yang diterapkan di
pemerintah daerah sesudah periode 2005 berbasis desentralisasi, pengguna SIKD
adalah Kepala Daerah, bahkan memungkinkan dan mengharuskan para manajer
pemerintah (perangkat) daerah (Kepala Badan, Kantor, Dinas dan Unit lainnya)
untuk menggunakan SIKD, sebab Kepala Daerah bukan satu-satunya pengambil
keputusan penganggaran, namun telah terdistribusi ke unit-unit yang lebih bawah.
Tujuan penyelenggaraan SIKD, diantaranya membantu Kepala Daerah
menyusun anggaran dan laporan pengelolaan keuangan daerah, merumuskan
kebijakan keuangan, mengevaluasi kinerja keuangan, menyediakan kebutuhan
statistik keuangan, menyajikan informasi secara terbuka kepada masyarakat dan
mendukung penyediaan informasi keuangan daerah yang dibutuhkan dalam SIKD
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nasional (PP 65/2010). Pengelolaan keuangan Daerah diatur dalam PP 58/2005
dan Pemendagri 13/2006 Pasal 3 mengatur tentang pedoman pengelolaan
keuangan daerah meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, asas umum
dan struktur APBD serta rancangan sistem informasi akuntansi keuangan daerah
yang dimulai dari tata cara penyusunan, penetapan, pelaksanaan,
pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD), pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan
daerah dan pembinaan serta pengawasan pengelolaan keuangan daerah.
Sistem informasi akuntansi keuangan daerah merupakan aplikasi yang
mempunyai peran sangat penting dalam hal pengelolaan keuangan daerah,
sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara mewajibkan pemerintah daerah dan SKPD selaku
pengguna anggaran untuk menyusun laporan keuangan sebagai
pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. Laporan keuangan berupa neraca,
laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan
harus disajikan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Dengan demikian sistem informasi akuntansi keuangan daerah dapat
didefinisikan sebagai suatu sistem pengelompokan, penggolongan, pencatatan dan
pemrosesan aktivitas keuangan pemerintah daerah kedalam sebuah laporan
keuangan sebagai suatu informasi yang dapat digunakan oleh pihak tertentu dalam
pengambilan keputusan. Sedangkan pemanfaatan sistem informasi akuntansi
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keuangan daerah adalah penerapan sistem informasi akuntansi tersebut oleh
masing-masing SKPD dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah
daerah.
Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah (SIAKD) merupakan
sistem terkomputerisasi yang baru diimplementasikan beberapa tahun belakangan
ini di Departemen Dalam Negeri RI, khususnya pada Direktorat Jendral Biro
Administrasi Keuangan Daerah. Tujuannya tidak lain untuk mengatur dan
memantau jalannya perumusan APBD hingga pelaksanaannya di setiap daerah.
Sistem tersebut diperlukan untuk memenuhi kewajiban pemerintah daerah dalam
membuat laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang bersangkutan.
Kehadiran SIAKD membawa manfaat dalam menjalankan akuntansi keuangan
yang ada di daerah-daerah di Indonesia. Untuk menjalankan proses SIAKD
diperlukan prosedur-prosedur yang dapat mempermudah dalam menjalankan
SIKD secara benar. Prosedur dalam berbagai modul dijelaskan secara terperinci
dan secara krologi yang tepat dan tidak menyulitkan.
E. Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)
Dalam mewujudkan praktik pengelolaan keuangan daerah yang cepat,
tepat dan akurat, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah
mengembangkan sistem aplikasi komputer yang dapat mengolah data transaksi
keuangan menjadi laporan keuangan yang dapat dimanfaatkan setiap saat, yakni
Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA), sebuah sistem berbasis aplikasi
teknologi yang dikembangkan oleh BPKP untuk mendukung tercapainya
akuntabilitas bagi Pemerintah Daerah baik ditingkat pelaporan ataupun ditingkat
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akuntansi. Aplikasi ini diharapkan dapat membantu Pemerintah Daerah dalam
penyusunan, perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan dan
penatausahaan APBD dan pertanggungjawaban APBD. Suatu sistem dikatakan
berjalan secara efektif, apabila dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan
berbagai konstituen yang ada dalam organisasi, baik secara individual maupun
secara kelompok (Ranti, 2013). Dengan demikian output dari aplikasi ini adalah
sebagai berikut:
1. Penganggaran: Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA), APBD beserta perubahannya, dan Surat Penyediaan
Dana (SPD);
2. Penatausahaan: Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah
Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Tanda
Setoran (STS), beserta register-register, dan formulir-formulir
pengendalian lainnya;
3. Akuntansi dan Pelaporan: Jurnal, Buku Besar, Buku Pembantu, Laporan
Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Neraca.
Sistem pengelolaan keuangan daerah yang berbasis akrual memerlukan
dukungan program yang mampu mengelola ribuan transaksi secara cepat, tepat,
dan akurat serta didukung oleh tersedianya sumber daya manusia yang mampu
mengelola sistem tersebut sehingga menghasilkan capaian target yang maksimal.
Sementara itu dukungan infrastruktur aplikasi SIMDA masih belum optimal
karena tidak semua wilayah SKPD dapat diakses.
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Penerapan SIMDA pada pemerintah daerah sebagai suatu organisasi sektor
publik diharapkan dapat meningkatkan kualitas informasi akuntansi yang
terkandung dalam laporan keuangan pada lingkungan pemerintah daerah tersebut.
Dengan meningkatnya kualitas laporan keuangan tersebut dapat digunakan
sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan sebagai bentuk
pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumberdaya dan aset yang ada
pada pemerintah daerah tersebut (Alfian, 2014). Dasar hukum yang mendasari
pengelolaan keuangan daerah menggunakan aplikasi SIMDA adalah:
1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang Undang Nomor 25 tahun 2004 Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional
4. Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
5. Undang Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja
Pemerintah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah,
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan,
12. Permendagri 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah
13. Permendagri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pengelolaan barang Milik
Daerah
14. Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas
Permendagri Nomor 13 tahun 2006
15. Permendagri Nomor 20 tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Dana Alokasi Khusus
16. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, Perubahan Permendagri 13 tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
17. Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial
F. Pengawasan Keuangan Daerah
Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan diperlukan untuk
menjamin agar pelaksanaan kegiatan pemerintahan berjalan sesuai dengan
rencana dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Selain itu, dalam rangka mewujudkan good governance dan clean
government, pengawasan juga diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan
pemerintahan yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta bersih dan
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bebas dari praktik-praktik KKN. Melalui pengawasan, diharapkan dapat
membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan
yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Melalui pengawasan tercipta
suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai
sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan, sejauh mana kebijakan
pimpinan dijalankan, dan sampai sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam
pelaksanaan kerja tersebut (Arfianti, 2011). Dalam Islam dijelaskan untuk selalu
menjaga amanah dalam QS Al-Anfal/8: 27 yang berbunyi:
               
Terjemahnya:
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan
Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-
amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.
Penjelasan ayat tersebut menganjurkan umat muslim untuk selalu bersifat amanah.
Sifat amanah merupakan syarat pokok bagi setiap pemimpin karena jika tidak
memiliki sifat tersebut, niscaya akan membawa kepada kerusakan masyarakat
atau bangsa dan negara.
Menurut (Rohman, 2009), pengawasan terhadap penyelenggaran
pemerintahan tersebut dapat dilakukan melalui pengawasan melekat, pengawasan
masyarakat, dan pengawasan fungsional. Pengawasan fungsional adalah
pengawasan yang dilakukan oleh lembaga/aparat pengawasan yang dibentuk atau
ditunjuk khusus untuk melaksanakan fungsi pengawasan secara independen
terhadap obyek yang diawasi.
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Pengawasan fungsional dilakukan oleh lembaga/badan/unit yang
mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan fungsional melalui audit,
investigasi, dan penilaian untuk menjamin agar penyelenggaraan pemerintahan
sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Pengawasan fungsional dilakukan baik oleh pengawas ekstern pemerintah
maupun pengawas intern pemerintah. Pengawasan ekstern pemerintah dilakukan
oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sedangkan pengawasan intern
pemerintah dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Susmanto, 2008).
Pengawasan keuangan daerah dilakukan oleh badan internal dan juga
eksternal merupakan dua badan yang berbeda, namun keduanya juga ikut dalam
pelaksanaan pengawasan. Untuk itu badan pengawas internal atau juga pejabat
pengawas Pemerintah adalah orang yang jabatannya melaksanakan tugas
pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah untuk dan atas nama
Menteri Dalam Negeri atau Kepala Daerah yang dalam hal ini dilakukan oleh
Inspektorat Provinsi Kabupaten/Kota. Berdasarkan Pasal 1 angka (2) PMDN
Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi Dan Tata Kerja
Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Inspektorat daerah terbagi menjadi 2
yaitu:
1. Inspektorat wilayah Provinsi adalah instansi pengawasan yang melakukan
pengawasan terhadap aktivitas pemerintah Provinsi. Instansi ini
bertanggungjawab kepada Gubernur. Instansi ini mempunyai tugas
melakukan pengawasan umum atas aktivitas Pemerintah daerah, baik yang
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bersifat rutin maupun yang bersifat pembangunan agar dapat berjalan
sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan melakukan pengawasan terhadap tugas Departemen Dalam Negeri
Provinsi.
2. Inspektorat wilayah Kabupaten atau Kotamadya adalah instansi yang
melakukan pengawasan terhadap aktivitas Pemerintah Daerah, termasuk
Kecamatan.
Inspektorat daerah mempunyai fungsi perencanaan program pengawasan,
perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan, pemeriksaan, pengusutan,
pengujian dan penilaian tugas pengawasan, pemeriksaan serta pelaksanaan tugas
lain yang diberikan oleh Kepala Daerah di bidang pengawasan.
Fungsi pengawasan keuangan daerah dalam penelitian ini merupakan
fungsi pengawasan intern yaitu suatu fungsi penilaian yang independen dalam
suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang
dilakukan berkaitan dengan keuangan daerah. Dimensi variabel fungsi
pemeriksaan keuangan daerah, hal ini meliputi antara lain: (1) mengkaji sistem
akuntansi dan pengendalian intern; (2) pengujian atas pengelolaan informasi
keuangan dan operasi pemerintah; (3) pengujian terhadap instrumen untuk
menjaga harta, prosedur pemeriksaan yang tepat, standar operasional, dan
identifikasi keadaan yang tidak efisien; (4) pengujian terhadap pengendalian non-
finansial organisasi.
Pengawasan terhadap APBD penting dilakukan untuk memastikan bahwa:
(1) alokasi anggaran sesuai dengan prioritas daerah dan diajukan untuk
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kesejahteraan masyarakat; (2) menjaga agar penggunaan APBD ekonomis, efisien
dan efektif; (3) menjaga agar pelaksanaan APBD benar-benar dapat
dipertanggungjawabkan atau dengan kata lain bahwa anggaran telah dikelola
secara transparan dan akuntabel untuk meminimalkan terjadinya kebocoran
(Alamsyah, 1997:79). Pengawasan diperlukan pada setiap tahap bukan hanya
pada tahap evaluasi saja (Mardiasmo, 2002:38).
G. Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan keuangan merupakan salah satu aspek penting dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertujuan dalam menentukan
keberhasilan pencapaian tujuan kesejahteraan masyarakat daerah. Pengelolaan
keuangan daerah yang baik akan berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan
yang efektif, efisien, dan tepat sasaran. Definisi pengelolaan keuangan daerah
adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan daerah sesuai dengan
kedudukan dan kewenangannya yang meliputi kegiatan perencanaan,
pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban (Karianga, 2011).
Landasan hukum yang mengatur pengelolaan keuangan daerah
diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan,
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, pengawasan
daerah. Pengelolaan keuangan daerah dalam hal ini mengandung beberapa
kepengurusan dimana kepengurusan umum atau yang sering disebut pengurusan
administrasi dan kepengurusan khusus atau juga sering disebut pengurusan
bendaharawan.
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Dalam pengelolaan anggaran/keuangan daerah harus mengikuti prinsip-
prinsip pokok anggaran sektor publik. Selain itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
“Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan
pengawasan keuangan daerah.”
Acuan dalam suatu sistem pengelolaan daerah meliputi: pengelolaan
keuangan daerah harus bertumpu pada kepentingan publik; kejelasan mengenai
misi pengelolaan keuangan daerah pada umumnya dan anggaran daerah pada
khususnya; kejelasan peran partisipasi; kerangka hukum dan administrasi bagi
pembiayaan, investasi dan pengelolaan keuangan daerah didasarkan pada kaidah
mekanisme pengelolaan keuangan daerah berdasarkan kaidah mekanisme pada
value for money, transparansi dan akuntabilitas; kejelasan kedudukan DPRD,
Bupati, pegawai; ketentuan tentang bentuk dan struktur anggaran, anggaran
kinerja dan anggaran multitahunan; prinsip pengadaan dan pengelolaan barang
daerah yang profesional; serta prinsip akuntansi pemerintah daerah laporan
keuangan, peran DPRD, akuntan publik dalam pengawasan, pemberian opini dan
rating kinerja anggaran dan transparansi informasi ke publik.
Menurut Chabib (2010:10), prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang
diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah meliputi:
a. Akuntabilitas
b. Value for money
c. Kejujuran dalam mengelola keuangan publik
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d. Transparansi
e. Pengendalian
Tujuan pengelolaan keuangan daerah:
a. Memberdayakan dan meningkatkan perekonomian daerah.
b. Menciptakan sistem pembiayaan daerah yang adil, proporsional,
rasional, transparan, partisipatif, bertanggungjawab, dan pasti.
c. Menciptakan acuan dalam alokasi penerimaan negara dari daerah.
d. Menjadikan pedoman pokok tentang keuangan daerah.
H. Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah
Menurut Mardiasmo, transparansi berarti keterbukaan (openness)
pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas
pengelolaan sumberdaya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan
informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan
informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-
pihak yang berkepentingan. Transparansi, akuntabilitas dan keadilan merupakan
atribut yang terpisah. Akan tetapi, dua istilah yang pertama adalah tidak
independen, sebab pelaksanaan akuntabilitas memerlukan transparansi (Shende
dan Bennett, 2004). Sementara itu, Mohammed dkk. (2011) menyatakan bahwa
esensi dari demokrasi adalah akuntabilitas, sedangkan esensi dari akuntabilitas
adalah keterbukaan (transparansi).
Transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah adalah
pertanggungjawaban pemerintah daerah berkenaan dengan pengelolaan keuangan
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daerah kepada publik secara terbuka dan jujur melalui media berupa penyajian
laporan keuangan yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan
dengan anggapan bahwa publik berhak mengetahui informasi tersebut. Keuangan
daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala
bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan
pengawasan keuangan daerah. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 dijelaskan bahwa asas umum pengelolaan keuangan daerah adalah
sebagai berikut:
1. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-
undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab
dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk
masyarakat.
2. Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan
daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan
bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman
pada peraturan perundang-undangan.
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4. Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian hasil
program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara
membandingkan keluaran dengan hasil.
5. Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian
keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan
masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
6. Ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemerolehan
masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang
terendah.
7. Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prinsip
keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan
mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.
8. Bertanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan
pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan
yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah
ditetapkan.
9. Keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keseimbangan
distribusi kewenangan dan pendanaannya dan atau keseimbangan
distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif.
10. Kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindakan atau suatu
sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.
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11. Manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan
masyarakat.
I. Rerangka Konseptual
Dari penjelasan telaah teori dan berdasarkan pada teori yang relevan,
kerangka pemikiran tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Dalam
melaksanakan kegiatan pelayanan publik dan pembangunannya, pemerintah
daerah memiliki kewenangan mengelola keuangan daerah. Pengelolaan keuangan
daerah tersebut harus memiliki azas transparansi dan akuntabilitas, dan hal ini
dimanifestasikan dalam bentuk laporan keuangan daerah. Pelaporan keuangan
daerah harus memenuhi syarat-syarat kualitas laporan keuangan yang sudah
ditentukan. Pengelolaan keuangan daerah, didasari pada Peraturan Pemerintah No.
58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah dan Permendagri No. 13
Tahun 2006 Pasal 3 yang sekarang telah diperbaharui menjadi Permendagri No.
59 Tahun 2007 mengatur tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah meliputi
kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, asas umum dan struktur APBD serta
rancangan sistem informasi akuntansi keuangan daerah yang dimulai dari tata cara
penyusunan, penetapan, pelaksanaan, pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pengelolaan kas, penatausahaan
keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah dan pembinaan serta pengawasan
pengelolaan keuangan daerah.
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Maka dengan penerapan SIMDA sebagai sistem informasi akuntansi
daerah berguna untuk memenuhi kewajiban pemerintah daerah dalam membuat
Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang bersangkutan.
Gambar 2.1
Rerangka Konseptual
Peraturan Pemerintah Nomor 58
Tahun 2005
Pengelolaan Keuangan Daerah
Badan Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Gowa
Decision Usefullness TheoryStewardship Theory
SIMDA sebagai Sistem Informasi
Akuntansi Keuangan Daerah
Pengawasan Keuangan Daerah
Pengawasan Keuangan Daerah
Transparansi Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Gowa
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Jenis dan Lokasi Penelitian
Jenis metode dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian
ini menggunakan paradigma kualitatif karena didasarkan pada dua alasan.
Pertama, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini membutuhkan sejumlah
data lapangan yang sifatnya aktual dan kontekstual. Kedua, pemilihan pendekatan
ini didasarkan pada keterkaitan masalah yang dikaji dan tidak dapat dipisahkan
oleh fakta alamiahnya. Kuncoro (2014:12) tipe umum dari penelitian deskriptif
meliputi penilaian sikap atau pendapat terhadap individu, organisasi, keadaan
ataupun prosedur. Data deskriptif pada umumnya dikumpulkan melalui daftar
pertanyaan dalam survei, wawancara ataupun observasi. Lokasi penelitian ini
dilakukan pada SKPD Kabupaten Gowa yaitu Badan Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Gowa. Alamat kantor Jl. Mesjid Raya No. 30 Sungguminasa.
B. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-kualitatif. Fokusnya adalah
penggambaran secara menyeluruh tentang bentuk, fungsi, dan makna ungkapan
kejadian. Hal ini sejalan dengan pendapat Bogdan dan Taylor (1975) dalam
Moleong (2011:03) yang menyatakan ”metodologi kualitatif” sebagai prosedur
penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan
dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dengan kata lain, penelitian ini
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disebut penelitian kualitatif karena merupakan penelitian yang tidak mengadakan
perhitungan.
Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi. Fenomenologi
mencoba menjelaskan atau mengungkap makna konsep atau fenomena
pengalaman yang didasari oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu.
Penelitian ini dilakukan dalam situasi yang alami, sehingga tidak ada batasan
dalam memaknai atau memahami fenomena yang terjadi. Dipilihnya pendekatan
tersebut yaitu karena memberikan pemahaman suatu praktik akuntansi dimana ia
diterapkan dan sekaligus berusaha untuk menemukan suatu pemecahan ke arah
penyempurnaan praktik akuntansi itu sendiri dengan memahami suatu praktik
akuntansi dimana ia diterapkan.
C. Jenis dan Sumber Data Penelitian
Jenis  data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data
sekunder. Data primer yang kemudian diklasifikasikan menurut bentuk tanggapan
atau respon yaitu diklasifikasikan sebagai data lisan (verbal) karena data yang
diperoleh berasal langsung dari informan melalui wawancara. Pada penelitian ini
data primer diperoleh melalui wawancara langsung kepada pihak yang
berkompeten di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa. Data
sekunder penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen di Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Gowa.
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D. Metode Pengumpulan Data
Dalam rangka mengumpulkan data dan informasi yang valid dan akurat,
teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi lapangan yaitu dengan
melakukan survei untuk mendapatkan data primer. Wawancara yang dilakukan
adalah komunikasi antara pewawancara dengan responden dengan mengajukan
pertanyaan secara lisan dan responen menjawab pertanyaan secara langsung.
Pada penelitian ini, peneliti akan berperan penuh sebagai observer,
sekaligus sebagai pewawancara, dengan melakukan wawancara secara langsung
dan bersifat mendalam dan terbuka dengan para responden di Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah tersebut, serta mencatat semua kejadian dan data serta
informasi dari informan yang selanjutnya dipergunakan sebagai bahan penulisan
laporan hasil penelitian.
Metode pengumpulan data yang digunakaan dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:
1. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan
pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Pada saat mengajukan
pertanyaan, peneliti dapat berbicara langsung dengan responden atau bila
hal itu tidak memungkinkan, bisa juga melalui alat komunikasi (Sanusi,
2011:105). Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data
apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan
permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin
mengetahui hal–hal dari responden yang lebih mendalam. Wawancara
dilakukan dengan informan yang dianggap berkompeten dan mewakili.
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2. Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan
penelusuran dengan menggunakan referensi dari buku, jurnal, makalah dan
perundang-undangan terkait dengan objek penelitian  untuk mendapatkan
konsep dan data-data yang relevan dengan permasalahan yang dikaji
sebagai penunjang penelitian.
3. Studi dokumentasi merupakan pengumpulan data berupa data-data
sekunder yang berupa dokumen-dokumen, laporan pertanggungjawaban
yang didalamnya mengandung foto, tabel dan grafik yang memuat
penjelasan terkait Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Internet searching merupakan penelitian yang dilakukan dengan
mengumpulkan berbagai tambahan referensi yang bersumber dari internet
guna melengkapi referensi penulis serta digunakan untuk menemukan
fakta atau teori berkaitan masalah yang diteliti.
E. Instrumen Penelitian
Instrument penelitian adalah suatu alat yang mengukur fenomena alam
maupun sosial yang diamati. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan survey,
observasi, hingga kajian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan penelitian
Adapun alat-alat penelitian yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian,
yaitu sebagai berikut:
1. Perekam suara
2. Buku catatan
3. Handphone
4. Kamera
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5. Alat tulis
6. Daftar pertanyaan wawancara.
7. Buku, jurnal, dan referensi lainnya.
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data
Teknik pengolahan data dilakukan setelah data diperoleh dari hasil
wawancara, dokumentasi, dan internet searching yang membantu dalam
pengolahan data tersebut. Adapun langkah–langkah yang dapat dilakukan antara
lain:
1. Peneliti memulai mengorganisasikan semua data yang telah dikumpulkan.
2. Membaca data secara keseluruhan dan membuat catatan pinggir mengenai
data yang dianggap penting kemudian melakukan pengkodean data.
3. Menemukan dan mengelompokkan pernyataan yang dirasakan oleh respon
dengan melakukan horizonaliting yaitu setiap pernyataan yang tidak
relevan dengan topik dan pertanyaan maupun pernyataan yang bersifat
repetitif atau tumpang tindih dihilangkan.
4. Mereduksi data, memilah, memusatkan, dan menyerdehanakan data yang
baru diperoleh dari penelitian yang masih mentah yang muncul dari
catatan–catatan tertulis di lapangan.
5. Penyajian data, yaitu dengan merangkai dan menyusun informasi dalam
bentuk satu kesatuan, selektif dan dipahami.
6. Perumusan dalam simpulan, yakni dengan melakukan tinjauan ulang di
lapangan untuk menguji kebenaran dan validitas makna yang muncul
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disana. Hasil yang diperoleh diinterpresentasikan, kemudian disajikan
dalam bentuk naratif.
Analisis data dapat diartikan sebagai cara melaksanakan analisa terhadap
data dengan tujuan untuk mengolah suatu data menjadi sebuah informasi sehingga
data tersebut dapat bermanfaat dalam menjawab masalah-masalah yang berkaitan
dengan penelitian. Adapun prosedur dari analisis data adalah sebagai berikut:
1. Tahap pengumpulan data melalui instrumen pengumpulan data.
2. Tahap editing, yaitu memeriksa kejelasan dan kelengkapan pengisian
instrumen pengumpulan data.
3. Tahap pengkodean, yaitu proses identifikasi dan klasifikasi dari tiap
pertanyaan yang terdapat dalam instrument pengumpulan data.
4. Tahap penyajian data dengan merangkai data menjadi satu kesatuan agar
dapat dirumuskan kesimpulan dengan melakukan tinjauan ulang
dilapangan serta mendapatkan hasil yang valid.
G. Pengujian Keabsahan Data
Untuk menetapkan keabsahan (trustworthiness) data diperlukan teknik
pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria
tertentu (Moleong, 2011). Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi
uji credibility (validitas internal), transferability (validitas eksternal),
dependability (reabilitas), dan confirmability (obyekfitas) (Sugiyono, 2013: 270).
Namun dalam penelitian ini hanya digunakan dalam satu uji yang paling
sesuai, yaitu validitas uji credibility (validitas internal). Uji validitas internal
adalah data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif dapat
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dilakukan antara lain dengan cara perpanjangan pengamatan, peningkatan
ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis
kasus negatif, dan membercheck. Namun karena penelitian ini menggunakan
berbagai sumber data dan teori dalam menghasilkan data dan informasi yang
akurat, maka cara yang tepat digunakan adalah dengan menggunakan metode
triangulasi.
Triangulasi sendiri menurut Norman K. Denkin dalam Rahardjo (2010)
adalah gabungan atau kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji
fenomena yang saling terkait dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda.
Menurut Denkin dalam Rahardjo (2010), triangulasi meliputi empat hal yaitu
triangulasi metode, triangulasi antar peneliti, triangulasi sumber dan triangulasi
teori. Namun peneliti hanya menggunakan dua dari empat jenis triangulasi untuk
menyelaraskan dengan penelitian ini, yaitu :
1. Triangulasi sumber data, yaitu menggali kebenaran informasi tertentu
melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain
melalui wawancara dengan informan, peneliti juga mengunakan peneliti
bisa menggunakan sumber data pendukung lainnya seperti dokumen
tertulis,  arsip, dokumen  sejarah,  catatan resmi, catatan atau tulisan
pribadi dan gambar atau foto. Tentu masing-masing cara  itu  akan
menghasilkan  bukti  atau  data  yang  berbeda,  yang  selanjutnya akan
memberikan pandangan  (insights)  yang  berbeda  pula  mengenai
fenomena yang diteliti. Berbagai pandangan itu akan melahirkan  keluasan
pengetahuan untuk memperoleh kebenaran handal.
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2. Triangulasi Teori, yaitu hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah
rumusan informasi atau thesis statement.  Informasi tersebut selanjutnya
dibandingkan dengan perspektif  teori  yang  relevan  untuk  menghindari
bias  individual peneliti atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan.
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Pada gambaran lokasi penelitian akan menyajikan dua gambaran umum,
yaitu gambaran umum daerah Kabupaten Gowa, dan gambaran umum mengenai
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD). Gambaran umum Kabupaten
Gowa mencakup keadaan geografis, kependudukan serta visi dan misi Kabupaten
Gowa. Sedangkan gambaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi
uraian tugas, fungsi dan tata kerja serta visi dan misi Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah.
1. Gambaran Umum Kabupaten Gowa
a. Kondisi Geografis
Kabupaten Gowa berada pada 12°38.16' Bujur Timur dari Jakarta dan
5°33.6' Bujur Timur dari Kutub Utara. Sedangkan letak wilayah administrasinya
antara 12°33.19' hingga 13°15.17' Bujur Timur dan 5°5' hingga 5°34.7' Lintang
Selatan dari Jakarta. Kabupaten yang berada pada bagian selatan Provinsi
Sulawesi Selatan ini berbatasan dengan 7 kabupaten/kota lain, yaitu di sebelah
Utara berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Maros. Di sebelah Timur
berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, Bulukumba, dan Bantaeng. Di sebelah
Selatan berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Jeneponto sedangkan di
bagian Barat berbatasan dengan Kota Makassar dan Takalar.
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Luas wilayah Kabupaten Gowa adalah 1.883,33 km2 atau sama dengan
3,01% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah Kabupaten Gowa
terbagi dalam 18 Kecamatan dengan jumlah Desa/Kelurahan definitif sebanyak
167 dan 726 Dusun/Lingkungan. Wilayah Kabupaten Gowa sebagian besar
berupa dataran tinggi berbukit-bukit, yaitu sekitar 72,26% yang meliputi 9
kecamatan yakni Kecamatan Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, Tombolo Pao,
Parigi, Bungaya, Bontolempangan, Tompobulu dan Biringbulu. Selebihnya
27,74% berupa dataran rendah dengan topografi tanah yang datar meliputi 9
Kecamatan yakni Kecamatan Somba Opu, Bontomarannu, Pattallassang,
Pallangga, Barombong, Bajeng, Bajeng Barat, Bontonompo dan Bontonompo
Selatan.
Dari total luas Kabupaten Gowa, 35,30% mempunyai kemiringan tanah di
atas 40 derajat, yaitu pada wilayah Kecamatan Parangloe, Tinggimoncong,
Bungaya, Bontolempangan dan Tompobulu. Dengan bentuk topografi wilayah
yang sebahagian besar berupa dataran tinggi, wilayah Kabupaten Gowa dilalui
oleh 15 sungai besar dan kecil yang sangat potensial sebagai sumber tenaga listrik
dan untuk pengairan. Salah satu diantaranya sungai terbesar di Sulawesi Selatan
adalah sungai Jeneberang dengan luas 881 Km2 dan panjang 90 Km. Di atas aliran
sungai Jeneberang oleh Pemerintah Kabupaten Gowa yang bekerja sama dengan
Pemerintah Jepang, telah membangun proyek multifungsi DAM Bili-Bili dengan
luas + 2.415 Km2 yang dapat menyediakan air irigasi seluas + 24.600 Ha,
komsumsi air bersih (PAM) untuk masyarakat Kabupaten Gowa dan Makassar
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sebanyak 35.000.000 m3 dan untuk pembangkit tenaga listrik tenaga air yang
berkekuatan 16,30 Mega Watt.
Seperti halnya dengan daerah lain di Indonesia, di Kabupaten Gowa hanya
dikenal dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Biasanya musim
kemarau dimulai pada Bulan Juni hingga September, sedangkan musim hujan
dimulai pada Bulan Desember hingga Maret. Keadaan seperti itu berganti setiap
setengah tahun setelah melewati masa peralihan, yaitu Bulan April-Mei dan
Oktober-Nopember. Jumlah penduduk Kabupaten Gowa pada tahun 2009 sebesar
695.697 jiwa, laki-laki berjumlah 344.740 jiwa dan perempuan sebanyak 350.957
jiwa. Dari jumlah penduduk tersebut 99,18% adalah pemeluk Agama Islam.
Curah hujan di Kabupaten Gowa yaitu 237,75 mm dengan suhu 27,125°C.
Curah hujan tertinggi yang dipantau oleh beberapa stasiun/pos pengamatan terjadi
pada Bulan Desember yang mencapai rata-rata 676 mm, sedangkan curah hujan
terendah pada Bulan Juli - September yang bisa dikatakan hampir tidak ada hujan.
b. Kondisi Demografi
Dilihat dari jumlah penduduk, Kabupaten Gowa termasuk Kabupaten
terbesar ketiga di Sulawesi Selatan setelah Kota Makassar dan Kabupaten
Bone.Berdasarkan hasil Susenas 2007, penduduk Kabupaten Gowa tercatat
sebesar 594.423 jiwa. Pada Tahun 2006 jumlah penduduk mencapai 586.069 jiwa,
sehingga penduduk pada Tahun 2007 bertambah sebesar 1,43%. Persebaran
penduduk di Kabupaten Gowa pada 18 kecamatan bervariasi. Hal ini terlihat dari
kepadatan penduduk per kecamatan yang masih sangat timpang. Untuk wilayah
Somba Opu, Pallangga, Bontonompo, Bontonompo Selatan, Bajeng dan Bajeng
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Barat, yang wilayahnya hanya 11,42% dari seluruh wilayah Kabupaten Gowa,
dihuni oleh sekitar 54,45% penduduk Gowa. Sedangkan wilayah Kecamatan
Bontomarannu, Pattallassang, Parangloe, Manuju, Barombong, Tinggimoncong,
Tombolo Pao, Parigi, Bungaya, Bontolempangan, Tompobulu dan Biringbulu,
yang meliputi sekitar 88,58% wilayah Gowa hanya dihuni oleh sekitar 45,55%
penduduk Gowa. Keadaan ini tampaknya sangat dipengaruhi oleh faktor keadaan
geografis daerah tersebut.
Bila dilihat dari kelompok umur, penduduk anak-anak (usia 0-14 tahun)
jumlahnya mencapai 31,12%, sedangkan penduduk usia produktif mencapai
63,18% dan penduduk usia lanjut terdapat 5,70% dari jumlah penduduk di
Kabupaten Gowa. Dilihat dari jenis kelamin, maka dari total jumlah penduduk
Kabupaten Gowa, terdapat 293.956 atau 49,45% laki-laki dan 300.467 atau
50,55% perempuan. Dengan demikian, secara keseluruhan penduduk laki-laki di
Kabupaten Gowa jumlahnya lebih sedikit dari jumlah penduduk perempuan
seperti yang tampak pada rasio jenis kelamin penduduk yang mencapai 98 artinya
ada sejumlah 98 penduduk laki-laki di antara 100 penduduk perempuan.
c. Visi dan Misi Kabupaten Gowa
1) Visi
“Terwujudnya Gowa yang Handal dalam Peningkatan Kualitas Hidup
Masyarakat”
2) Misi
a) Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia dengan
moral dan akhlak yang tinggi serta keterampilan yang memadai.
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b) Meningkatkan interkoneksitas wilayah dan keterkaitan ekonomi.
Meningkatkan kelembagaan dan peran masyarakat.
c) Meningkatkan penerapan hukum dan penerapan prinsip tata
pemerintahan yang baik
d) Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam yang mengacu pada
kelestariaan lingkungan.
2. Gambaran Umum Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Gowa
a. Uraian Tugas dan Fungsi
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa merupakan badan
yang memegang peranan dan fungsi strategis di bidang pengelolaan keuangan
daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 41 Tahun
2007,dan  Peraturan Daerah  Nomor : 07 Tahun 2008 Tanggal 28 Juli 2008, serta
Peraturan Bupati Gowa Nomor : 39 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok, Fungsi
dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Gowa.
Untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi
secara Efektif dan Efesien tersebut, telah ditetapkan aturan bagi para pemegang
Jabatan Struktural maupun Non Struktural sebagai Perangkat Daerah dan Unsur
pelaksana Otonomi Daerah yang menjadi tanggung jawabnya dalam Perencanaan,
Pengolahan, Penagihan, Penelitian, Pembukuan, Penyuluhan, Pembinaan,
Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah.
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Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas
BadanPengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa mempunyai fungsi sebagai
berikut:
1. Perumusan  kebijakan teknis dinas;
2. Penyusunan  rencana strategik dinas;
3. Penyelenggaraan pelayanan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di
bidang pengelolaan keuangan daerah;
4. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan
kegiatan dinas;
5. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan dinas;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor : 07 Tahun 2008
Tanggal 28 Juli 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten
Gowa, untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Struktur Organisasi Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa terdiri atas:
a) Kepala Dinas
b) Sekretariat :
Dalam menyelenggarakan tugas sekretaris dibantu oleh tiga sub bagian
terdiri dari:
(1) Sub. Bagian Umum & Kepegawaian
(2) Sub. Bagian Perencanaan & Pelaporan
(3) Sub. Bagian Keuangan
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c) Bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD) :
(1) Seksi Penetapan PAD
(2) Seksi Pajak Daerah
(3) Seksi Retribusi Daerah
d) Bidang Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah :
(1) Seksi Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah
(2) Seksi Pendataan dan Penyuluhan
(3) Seksi Penerimaan dan Penagihan
e) Bidang Akuntansi :
(1) Seksi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas
(2) Seksi Akuntansi Aset
(3) Seksi Penyusunan Laporan Keuangan
f) Bidang Anggaran :
(1) Seksi Penyusunan APBD
(2) Seksi Otoritas DPA – SKPD
(3) Seksi Perbendaharaan
g) Bidang Aset Daerah :
(1) Seksi Perencanaan Kebutuhan
(2) Seksi Analisa Aset
(3) Seksi Penghapusan Aset
h) Kelompok Jabatan Fungsional
1) Tugas dan Fungsi Kepala Dinas
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Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 41 Tahun 2007 dan  Peraturan
Daerah  Nomor : 07 Tahun 2008 Tanggal 28 Juli 2008, serta Peraturan Bupati
Gowa Nomor : 39 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas
Jabatan Struktural pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa,
maka untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi
secara Efektif dan Efesien tersebut, telah ditetapkan aturan bagi para pemegang
Jabatan Struktural maupun Non Struktural sebagai Perangkat Daerah dan Unsur
pelaksana Otonomi Daerah yang menjadi tanggungjawabnya dalam Perencanaan,
Pengolahan, Penagihan, Penelitian, Pembukuan, Penyuluhan, Pembinaan,
Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah.
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa adalah unsur
pelaksana Otonomi Daerah dengan Tugas Pokok dan Fungsinya sebagai berikut :
Perumusan  kebijakan teknis dinas :
a) Penyusunan  rencana strategik dinas;
b) Penyelenggaraan pelayanan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di
bidang pengelolaan keuangan daerah;
c) Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan
kegiatan dinas;
d) Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan dinas;
e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
2) Tugas dan Fungsi Sekretaris :
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Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas
merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia,
mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas kesekretariatan,
meliputi urusan umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan serta
pengelolaan keuangan.
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Sekretaris mempunyai fungsi :
a) Penyusunan kebijakan teknis administrasi kepegawaian, administrasi
keuangan dan perencanaan pelaporan;
b) Penyelenggaraan kebijakan administrasi kepegawaian, administrasi
keuangan dan perencanaan pelaporan;
c) Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan
kegiatan sub bagian;
3) Tugas dan Fungsi Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Bidang Pendapatan Asli Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang,
mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi
petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan
tugas Bidang Pendapatan Asli Daerah.
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Kepala Bidang mempunyai fungsi :
a) Penyusunan kebijakan teknis Bidang Pendapatan Asli Daerah;
b) Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Pendapatan Asli Daerah;
Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan
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kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup Bidang
Pendapatan Asli Daerah;
c) Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat
non struktural dalam lingkup Bidang Pendapatan Asli Daerah.
4) Tugas dan Fungsi Kepala Bidang Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan
Yang Sah
Bidang Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah dipimpin oleh
seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi,
memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan
melaporkan penyelenggaraan tugas Bidang Perimbangan dan Lain-Lain
Pendapatan yang Sah.
Dalam menyelenggarakan  tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Bidang mempunyai fungsi :
a) Penyusunan kebijakan teknis Bidang Perimbangan dan Lain-Lain
Pendapatan yang Sah;
b) Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Perimbangan dan Lain-
Lain Pendapatan yang Sah;
c) Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan  program dan
kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup Bidang
Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah;
d) Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat
non struktural dalam lingkup bidang.
5) Tugas dan Fungsi Kepala Bidang Akuntansi
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Bidang Akuntansi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai
tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk,
menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas
Bidang Akuntansi.
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Bidang mempunyai fungsi :
a) Penyusunan kebijakan teknis Bidang Akuntansi;
b) Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Akuntansi;
c) Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan
kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup Bidang
Akuntansi;
d) Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat
non struktural dalam lingkup Bidang Akuntansi
6) Tugas dan Fungsi KepalaBidang Anggaran
Bidang Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai
tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk,
menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas
Bidang Anggaran.
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Bidang mempunyai fungsi :
a) Penyusunan kebijakan teknis Bidang Anggaran;
b) Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Anggaran;
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c) Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan
kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup Bidang
Anggaran;
d) Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat
non struktural dalam lingkup Bidang Anggaran.
7) Tugas dan Fungsi Kepala Bidang Aset Daerah
Bidang Aset Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai
tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk,
menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas
Bidang Aset Daerah.
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Bidang mempunyai fungsi :
a) Penyusunan kebijakan teknis Bidang Aset Daerah;
b) Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Aset Daerah;
c) Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan
kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup Bidang
Aset Daerah;
d) Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat
non struktural dalam lingkup Bidang Aset Daerah.
b. Visi dan Misi
1) Visi SKPD
Berdasarkan keadaan saat ini dan perkiraan strategis 5 tahun yang akan
datang Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa telah menetapkan
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visi yang telah dirumuskan dan menjadi komitmen bersama dengan melibatkan
seluruh stakeholders dilingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Gowa. Adapun visi yang ditetapkan yaitu sebagai berikut:
“Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Handal dan Akuntabel
guna mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”
2) Misi SKPD
Dalam rangka mewujudkan harapan yang terkandung dalam visi Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah maka perlu dirumuskan misi yang merupakan
rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk
mewujudkan proyeksi kondisi tentang masa depan. Selaras dengan visi yang telah
dirumuskan bersama, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa
merumuskan dan menetapkan misi untuk periode tahun 2016 sampai dengan
tahun 2021 yaitu sebagai berikut :
a) Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dan kualitas pelayanan
administrasi Dinas Pengelolaan Keuangan.
b) Meningkatkan pelayanan publik dan potensi penerimaan keuangan
daerah.
c) Meningkatkan pelayanan penatausahaan anggaran yang transparan,
efektif, efisien dan akuntabel berbasis teknologi informasi.
d) Meningkatkan pelaksanaan tata kelola barang milik daerah yang baik dan
berkelanjutan.
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e) Meningkatkan penyusunan laporan keuangan dan akuntansi asset daerah
yang transparansi dan akuntabel sesuai dengan kebijakan dan standar
akuntansi pemerintah .
Pernyataan Misi tersebut diatas harus diketahui dan dilaksanakan seluruh
jajaran pegawai Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sehingga seluruh jajaran
pegawai Badan Pengelolaan Keuangan Daerah ikut berperan serta sesuai dengan
beban tanggungjawabnya guna mewujudkan harapan yang terkandung dalam visi.
B. Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)
Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah (SIAKD) merupakan
sebuah sistem informasi akuntansi yang digunakan untuk menunjang pengelolaan
keuangan daerah secara terintegrasi, meliputi penganggaran, penatausahaan, dan
pelaporan. Dalam rangka melaksanakan pengelolaan dan pertanggungjawaban
keuangan, Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk mengembangkan dan
memanfaatkan kemajuan teknologi informasi agar dapat mempermudah proses
pengelolaan data keuangannya agar dapat mencapai transparansi dan akuntabilitas
pengelolaan keuangan. Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh
Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah yang merupakan pengganti PP Nomor
11 Tahun 2001 tentang informasi keuangan daerah [4] yang isinya sebagai
berikut:
“Untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan sejalan
dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, pemerintah pusat dan pemerintah
daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan
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teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah
dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik.”
Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi direalisasikan dalam bentuk
sistem informasi terkomputerisasi yang disebut Sistem Informasi Manajemen
Daerah (SIMDA). SIMDA dirancang oleh Badan Pengawas Keuangan dan
Pembangunan (BPKP) yang merupakan suatu sistem informasi yang dibangun,
dikembangkan dan digunakan untuk melakukan proses penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). BPKP sesuai dengan fungsinya sebagai
internal auditor dan sebagai pengemban amanat pembina penyelenggara Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai PP Nomor 60 tahun 2008
mengembangkan SIMDA dengan mengacu pada ketentuan Perundang-undangan
dan praktik pengelolaan keuangan pemerintah daerah berdasarkan Permendagri
Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Tujuan dari penerapan SIMDA ini adalah untuk menghasilkan laporan
keuangan dan informasi keuangan secara tepat waktu, lengkap, akurat dan dapat
diandalkan sesuai ketentuan yang berlaku serta mendorong terwujudnya
pemerintahan yang baik pada umumnya dan penyelenggaraan pengelolaan
keuangan daerah dengan menyediakan sistem pengelolaan keuangan daerah
berbasis teknologi informasi pada khususnya.
Pemerintah Kabupaten Gowa sudah menerapkan Sistem Informasi
Manajemen Daerah (SIMDA) sejak tahun 2015 yang sebelumnya menggunakan
sistem manual atau penyusunannya menggunakan Microsoft Excel. Hal ini sesuai
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dengan hasil wawancara yang dilakukan kepada Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa:
“ehm tunggu dulu sebelumnya saya jelaskan masalah yang tadi adek
bilang sistem manual. Sebenarnya manual bukan 100% manual, sistem
yang kami pakai kenapa kita bilang manual karena kita belum berbasis ke
aplikasi tertentu, yang kita masih pakai memang sudah memakai teknologi
informasi tetapi belum ada aplikasi tertentu yang kita pakai. Kemarin kita
masih memakai yang namanya Microsoft excel, itu yang kita pakai dengan
membuat aplikasi tersendiri… [sambil memperhatikan manuskrip]
Sebenarnya kalo kita bicara manual ya itu tidak juga, kenapa di aplikasi
yang kita bangun walaupun dalam basisnya masih excel kan itu
sebenarnya bagus juga karena pada saat kita menginput itu sudah ada
outputnya, artinya yang menjadi beban bagi kita adalah pada saat awal kita
melakukan semacam anggaran baru yang bikin repot adalah bagaimana
membuat, menyusun melalui Microsoft Excel… [menghembuskan nafas
panjang] Jadi setiap APBD berubah kita harus nyusun lagi dari awal,
APBD kita ambil kita susun kita sesuaikan dengan aturan-aturan yang ada,
dengan format-format baku yang ada itulah yang kita pakai.”(Wawancara
dengan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Rabu 18 Januari
2017).
Dalam pengelolaan keuangan daerah untuk penyusunan, pelaksanaan,
penatausahaan dan pelaporan, Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa sejak tahun
2002 telah menggunakan sistem informasi keuangan daerah terutama dalam hal
penyusunan APBD, serta SAKD sebagai alat kontrol dalam pelaksanaan
rekonsiliasi dengan SKPD sebagai entitas akuntansi yang masih diparalelkan
dengan sistem manual. Hal ini senada dengan pernyataan Kepala Bidang
Akuntansi, mengatakan hal yang tidak jauh berbeda sebagai berikut :
“Dari tahun 2002 sampe tahun 2014 kita pakai excel, dan saya sendiri
yang buat itu, saya pelakunya yang buat itu yang harus menyusun rumus-
rumus excel link dari A sampai Z yang menghasilkan laporan setebal itu.
Kan tidak bisa terbayang itu bagaimana repotnya… [memperlihatkan
berkas] Makanya pada saat ada PP 71 yang mengisyaratkan semua
Pemerintah Kabupaten Kota diseluruh Indonesia harus memakai basis
akrual untuk menyusun laporan keuangan. Saya sebenarnya masih bisa
pakai excel tetapi alangkah janggalnya kalo daerah semua sudah pakai
aplikasi, kita sendiri yang masih tetap bertahan. Ada memang kemarin kita
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dapat WTP, Gowa sudah 5 kali dapat WTP tetapi ada rasa tersendiri
mungkin, artinya begini kita masih pakai manual tetapi kita bisa dapat
WTP loh. bagaimana manual itu dapat WTP kita beralih ke aplikasi
dengan tetap membawa wtp itu. Makanya kemarin saya bicara sama
pimpinan kalo bisa kita kerjasama saja dengan instansi-instansi lain yang
bisa menyiapkan kita aplikasi. Kemudian kita jajaki kita kerjasama dengan
BPKP, BPKP menyiapkan yang namanya sistem aplikasi untuk mengelola
keuangan daerah namanya SIMDA keuangan ... [sambil memperlihatkan
komputer] Kita masih baru menggunakan SIMDA tahun 2015. Kita tetap
bersyukur baru 1 tahun pakai tapi masih tetap mendapat opini WTP.”
(Wawancara dengan Kepala Bidang Akuntansi, Jumat 13 Januari 2017).
Hasil percakapan dari sebuah wawancara di Kantor pagi itu menunjukkan
bahwa pegawai selaku pengguna yang menyusun laporan keuangan, justru merasa
terbebani dengan penggunaan sistem manual (Microsoft Excel) yang terkesan
rumit. Dikarenakan pada saat menggunakan Microsoft Excel yang dipasang
semua adalah rumus, jadi setiap SKPD terdiri dari 5 sheet pada saat menggunakan
excel, dari keseluruhan skpd yang ada 50 skpd dikali 5 sheet, berarti 250 sheet
ditambah lagi dengan rekapan-rekapan yang harus dibuat, jadi kurang lebih
sekitar 300an sheet. Secara logika menggunakan sistem manual bikin merepotkan,
rumusnya juga rumus link semua. Jadi SKPD A diinput sudah bisa lanjut ke
rekapnya, SKPD di input bertambah masuk menjadi rekap. Jadi setiap di input per
SKPD itu outputnya direkap. Berbeda dengan menggunakan SIMDA, jadi
SIMDA merupakan sistem link, linknya dari penganggaran. Mulai dari
penganggaran, dari penganggaran itu ada namanya proses, prosesnya itu namanya
penatausahaan. Ditatausahakan mulai dari proses perencanaan masuk disitu
masalah pengelolaannya pada saat meminta dan memakai anggaran dan terakhir
ke pelaporannya. Pelaporannya bagian SIMDA juga makanya linknya ada 3 yaitu
penganggaran, penatausahaan dan pelaporan.
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Sistem pengelolaan keuangan daerah yang berbasis akrual memerlukan
dukungan program yang mampu mengelola ribuan transaksi secara cepat, tepat,
dan akurat serta didukung oleh tersedianya sumber daya manusia yang mampu
mengelola sistem tersebut sehingga menghasilkan capaian target yang maksimal.
Menurut Pulungan (2015), proses pengelolaan keuangan daerah masih dihadapkan
pada permasalahan pokok, yang terdiri dari masalah sumber daya manusia,
masalah peraturan perundang-undangan, dan masalah infrastruktur. Permasalahan
pokok sebagai berikut:
1. Masalah Sumber Daya Manusia (SDM); masih lemahnya sumber daya
manusia yang terlibat dalam proses pengelolaan keuangan daerah
khususnya pemahaman SDM untuk mengelola SIMDA.
Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan kepada Kepala
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa:
“yah dari kesiapan SDM disatu sisi harus betul-betul diperhatikan karena
bagaimanapun canggihnya suatu sistem kalau SDMnya yang tidak
mempuni atau kurang maka sistemnya tidak bisa berjalan secara totalitas
makanya yang pertama harus diperhatikan adalah SDMnya. Kita di sini di
Pemda setiap tahun kita lakukan diklat-diklat, jadi kita ngambil pemateri
dari BPKP secara langsung dan kita ikutkan semua yang ada di SKPD.
Cuma kembali lagi karena ini teknis tidak ada di akademik, makanya perlu
penyesuaian yang baru… [sesekali memperhatikan hp yang ada di atas
meja] yang penting dalam hal ini adalah mereka mempunyai basic
pengetahuan tentang komputer. Kenapa karena kita mau bermain-main
dengan komputer. Yang kedua paling tidak ada pengetahuan seputar yang
namanya akuntansi, kalaupun belum ada kita bentuk disana. Akuntansinya
itu bagaimana menjurnalnya karena di Simda itu ada jurnal didalamnya.
Kalau menjurnal ini debetnya ini kreditnya tidak boleh salah…
[memperlihatkan model jurnal]. kalau salah nanti salah juga akhirnya.
Makanya disitu kita didik.”(Wawancara dengan Kepala Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah, Rabu 18 Januari 2017).
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Dalam lembaga pemerintah daerah sumber daya manusia harus mendapat
manajemen pengolahan yang baik melalui pendidikan dan pelatihan-pelatihan
sehingga nantinya akan dapat memberikan manfaat terhadap pemerintah daerah.
Sedangkan menurut Kepala bidang akuntansi, mengatakan hal yang tidak jauh
berbeda yaitu bahwa:
“Setiap tahun karena keterbatasan anggaran kita cuma bisa satu kali satu
tahun, disitu kita ikutkan khusus yang mengelola SIMDA dan yang
menyusun laporan keuangan… [memperlihatkan contoh laporan
keuangan]. Jadi kita laksanakan itu peningkatan kualitas SDM melalui
diklat-diklat, kadang juga dikirim ada permintaan dari BPKP kita kirim
kesana untuk ikut, atau permintaan dari instansi lain yang sesuai dengan
tupoksi kita disini, kita kirim teman-teman untuk mengikuti diklat itu.
dengan harapan selesai mereka disana ada peningkatan SDM yang mereka
kemarin tidak tahu menjadi lebih tahulah. kenapa karena memang sih
sederhana aplikasinya… [menghembuskan napas berat] tetapi didalamnya
itu rumit harus betul-betul dimengerti. Kalau kita tidak bisa mengerti
susah juga. Di dalamnya itu macam-macam mulai dari penganggarannya
sampai ke pelaporannya ada itu di simda.”(Wawancara dengan Kepala
Bidang Akuntansi, Jumat 13 Januari 2017).
Pernyataan dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya
pendidikan bukanlah masalah, karena SIMDA dirancang dengan interface yang
baik, asalkan individu mau belajar maka ia dapat memahami dan menggunakan
SIMDA. Hal ini terlebih lagi adanya dilema antara dasar pendidikan TI dengan
dasar pendidikan akuntansi. Seorang pengguna dengan latar TI mungkin dapat
sangat memahami SIMDA namun kurang paham dalam segi akuntansi. Sementara
itu, seorang pengguna dengan latar akuntansi dapat bermasalah dengan TI. Karena
tidak bertopang pada latar belakang pendidikan formal, maka kompetensi dari
SDM SIMDA harus bertopang pada kinerja diklat. Hal pertama yang diajarkan
adalah bagaimana menggunakan SIMDA. Pelatihan dasar ini mencakuplah cara
menginput data anggaran dan penatausahaan, cara membuat laporan, cara
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melakukan peninjauan, dan cara melakukan analisis. Pelatihan dilakukan oleh
pemerintah daerah dengan berkoordinasi dengan BPKP sebagai pemegang hak
cipta dari SIMDA. Pelatihan dilakukan pada seluruh pengguna SIMDA.
2. Masalah Peraturan Perundang-undangan; Berbagai peraturan yang
berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah masih mempunyai potensi
multi tafsir sehingga menimbulkan banyak persepsi mengenai tata laksana
keuangan daerah.
Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan kepada Kepala
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa:
“Cuma yang menjadi permasalahannya kita di daerah, ndatau lah ini orang
pusat yang punya kerjaan, kita cuma berbicara masalah kita di daerah
sendiri, kita yang rasakan kok. Kita jadi pelaku bukan mereka, mereka
cuma membuat aturan [tersenyum kecut sambil melihat kearah lain]…
sekarang ini aturannya masih beda antara penganggaran dengan pelaporan
masih beda Permendagrinya, penganggaran masih pakai Permendagri 13
sementara pelaporan masih pakai Permendagri 64 notabenya tidak bisa
sama, makanya ada namanya maping anggaran, kadang dianggarkan di
permendagri 13 di A taruhlah, tapi di permendagri 64 tidak boleh
dilaporkan di A harus dilaporkan di B, makanya ada mapingannya, A
dimaping ke B. dimaping dipindahkan… [sambil membalas sahutan rekan
kerja] jadi harapan kita tidak perlu ada perbedaan aturan ini. Paling tidak,
ada semacam regulasi bahwa itu mapingnya harus ke B, mapingnya harus
ke C supaya lebih jelas, lebih teratur dan semua daerah sama. Ini kan kalau
mapingnya tidak ada artinya saya maping tergantung dari persepsi saya.
Antara penganggaran dan pelaporan tidak perlu ada perbedaan aturan.”
(Wawancara dengan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Rabu
18 Januari 2017).
Pada saat ini terdapat kesulitan dalam hal mengkonsolidasikan antara
laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dikarenakan adanya
disharmonisasi atau inkonsistensi aturan-aturan perundangan yang mengatur
tentang pengelolaan keuangan daerah. Padahal dalam pengembangan suatu
sistem, apalagi bila sistem tersebut berada dalam sektor publik atau pemerintah,
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harus senantiasa berdasarkan peraturan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan hasil
wawancara dengan Kepala Bidang Akuntansi bahwa:
“Permendagri 64 yang kita pakai untuk nyusun diatasnya ada PP 71
masalah SAP kan. Payung pemeriksa itu adalah PP 71, sementara kita
menyusun pakai Permendagri 64. Ada namanya Laporan Operasional
(LO) kan, di Laporan Operasional ada namanya pendapatan LO, ada
namanya beban. Di beban itu ada beban pegawai, beban barang jasa, ada
beban bunga dll, itu di Permendagri. Sementara di PP 71 beban barang
jasa itu dibagi menjadi 4 beban pemeliharaan, beban persediaan, beban
tunjangan dinas dan ada beban jasa, sementara di Permendagri 64 cuma
satu yaitu beban barang jasa… [sambil menyeruput kopi] Sementara
pemeriksa kiblatnya di PP 71 karena itu yang tertinggi PP, Peraturan
Pemerintah itu lebih tinggi dari Permendagri mau tidak mau kita harus
ikuti. Bagaimana caranya, saya ambil outputnya saya modifikasi ikut PP
71. jadi kita masih tetap pakai Simda tapi tidak 100% kita pakai itu karena
belum sesuai dengan PP 71. Nah kalau tidak pakai permendagri 64 susah
juga… [sesekali melirik jam tangan] kalau di PP 71 cuma globalnya
doang, yang ada rekening-rekeningnya itu rekening pembebanannya itu di
permendagri 64 jadi kalo mau buat aplikasi harus pakai permendagri 64.
Jadi kadang kita masih terbentur aturan yang setiap saat selalu
berubah.”(Wawancara dengan Kepala Bidang Akuntansi, Jumat 13 Januari
2017).
Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa Keberagaman sistem
informasi pengelolaan keuangan daerah yang ada saat ini bisa saja terjadi karena
penerapan suatu sistem atas suatu peraturan yang berlaku juga berbeda. Bila
peraturan yang menjadi acuan berbeda-beda tentu saja sistem yang akan terbentuk
juga berbeda-beda dan tidak selaras. Adanya disharmonisasi atau inkonsistensi
dalam beberapa tingkat peraturan perundang-undangan yang pada akhirnya
menimbulkan keberagaman sistem informasi pengelolaan keuangan daerah.
Pengaturan kewenangan yang tumpang tindih antara Kementerian Keuangan dan
Kementerian Dalam Negeri dalam pengaturan pengelolaan keuangan daerah telah
menyebabkan keberagaman yang saat ini terjadi.
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3. Masalah Infrastruktur; penerapan SIMDA memerlukan akses internet yang
baik di seluruh wilayah SKPD berada, karena SIMDA secara online
mengharuskan seluruh proses keuangan daerah dilaksanakan secara online,
untuk itu fasilitas untuk mendukung proses keuangan secara online
tersebut harus tersedia dengan baik. Perlu diketahui bahwa sampai saat ini
baru beberapa wilayah SKPD yang mampu mengakses internet.
Sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah, bahwa:
“Memang dukungan infrastruktur dalam menerapkan aplikasi simda masih
belum optimal karena tidak semua wilayah SKPD dapat diakses, terutama
SKPD yang berada di wilayah Kecamatan dan Kelurahan… [sambil
memainkan pulpen] Padahal untuk proses pengelolaan keuangan daerah
dengan menggunakan aplikasi SIMDA harus didukung dengan adanya
akses internet. Kita masih terkendala di jaringan internet.”(Wawancara
dengan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Rabu 18 Januari
2017).
Sarana yang diperlukan dalam implementasi SIMDA tergolong sederhana.
Sarana yang diperlukan hanya berupa komputer, aplikasi SIMDA, dan jaringan
internet. Aplikasi SIMDA diinstalkan ke dalam komputer sesuai petunjuk
pemakaian yang dikeluarkan oleh BPKP. Setelah di instal, komputer harus
dikoneksikan ke server lewat jaringan internet. Server SIMDA berada di BPKD
yang menjadi lokasi server karena BPKD yang langsung menangani sistem
informasi keuangan tersebut. Selain itu, hal yang tidak jauh berbeda di ungkapkan
oleh Kepala Bidang Akuntansi bahwa:
“Tetapi yang mungkin masih menjadi nilai minus di kita, kita belum bisa
memakai simda secara online, simda itu sudah basic SQL server jadi dia
bisa memakai online siapapun bisa melalui jarak di dataran tinggi yang
penting sudah bisa ada akses. Cuma masalahnya kita Gowa itu terdiri dari
dua karakteristik daerah atau wilayah, ada dataran rendah ada dataran
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tinggi… [terdengar suaranya lirih] Dataran tinggi belum bisa menjangkau
akses informasi kesana atau akses jaringan internet itu, jarang ada yang
sampai kesana makanya kita belum bisa memakai itu kecuali kalau kita
bangun semacam perangkat untuk menghubungkan apakah pakai wireless
atau melalui antene yang jelas ada caranya, itu yang kita belum ada…
[sambil menghela nafas] yang kita pakai masih sistem eksport import data
melalui media apakah melalui flashdisk atau melalui cd masih itu yang
kita pakai tetapi mungkin kedepannya kita akan beralih kesitu kita benahi
dulu dasar-dasar semacam keuangannya, simda barangnya, kasnya semua.
Sudah bagus dasarnya, peletakan dasarnya cukup bagus balik lagi
penyampaian informasi berbasis website, onlinenya yang belum. Kita
masih terkendala jaringan internetnya.”(Wawancara dengan Kepala
Bidang Akuntansi, Jumat 13 Januari 2017).
Pernyataan dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa aplikasi
SIMDA yang berbasis desktop saat ini digunakan Pemda Gowa belum bisa secara
online dikarenakan terbatasnya bandwidth yang dimiliki, sehingga input data
selalu dilakukan secara terpusat di lokasi server berada. Agar aplikasi SIMDA
bisa di onlinekan dan mudah dioperasikan di berbagai sistem operasi, desktop dan
lain sebagainya diperlukan membangun sistem jaringan yang handal dan
mempermudah mengelola jaringan dengan skala yang lebih luas dengan sistem
keamanan yang handal agar bisa mengakses sisi server. Maka kedepannya jika
Pemda Gowa sudah menerapkan SIMDA secara online, setiap staf kantor-kantor
Kelurahan, Kantor Kecamatan, Kantor Dinas dan Kantor SKPD yang lainnya
yang ingin menginput data ke aplikasi desktop yang berada di Kantor pusat-
data/BPKD dapat dengan langsung menginput data di lokasi mereka sendiri, tanpa
harus datang ke kantor pusat/BPKD.
Penerapan SIMDA pada pemerintah daerah sebagai suatu organisasi sektor
publik dapat meningkatkan kualitas informasi akuntansi yang terkandung dalam
laporan keuangan pada lingkungan pemerintah daerah. Dengan meningkatnya
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kualitas laporan keuangan tersebut dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan
dalam pengambilan keputusan dan sebagai bentuk pertanggungjawaban
manajemen atas penggunaan sumberdaya dan aset yang ada pada pemerintah
daerah tersebut. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan kepada
Kepala Bidang Akuntansi, yang menyatakan bahwa:
“Kalau berbicara secara kualitas memang iya sih, artinya begini secara
kualitas laporan tidak terlalu signifikan tapi secara mempermudah dengan
mendapatkan itu iya agak lebih mudahlah, tingkat kesalahan bisa
dikurangi, tingkat kerepotan bisa diminimalisir, mengurangi beban kerja.
Tetapi satu yang kita harapkan bukan berarti kita harus berlepas tangan
dari itu, masih tetap harus mengawasi, walaupun bagaimana canggihnya
suatu laporan kalau salah masukannya salah keluarnya.. [sambil tersenyum
tipis] jadi human error itu masih tetap ada, itu yang kita harus minimalisir,
karena teman-teman itu kan artinya baru beradaptasi baru mengenal yang
namanya simda, yang kemarin otaknya dipenuhi oleh excel sekarang
masuk simda, jadi itu yang harus kita rubah pola pikir mereka menuju
aplikasi.”(Wawancara dengan Kepala Bidang Akuntansi, Jumat 13 Januari
2017).
Hasil wawancara diatas menunjukan bahwa dengan penerapan SIMDA di
Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa hanya memberikan kemudahan dan efisiensi
waktu dalam proses penyusunan laporan keuangan. Penerapan SIMDA masih
harus dilakukan pengawasan agar human error yang masih sering terjadi dapat
diatasi. Meskipun suatu kinerja yang bagus ditunjang dengan sistem atau aplikasi
yang bagus akan menghasilkan output yang berkualitas. Namun kenyataannya di
Pemda Gowa mengenai kualitas informasi laporan keuangan dengan
menggunakan SIMDA masih sama kualitasnya jika menggunakan sistem manual.
C. Pengawasan Keuangan Daerah
Urusan penyelenggaraan pemerintahan yang hampir semuanya
dilaksanakan melalui pusat sudah mulai didistribusikan kepada daerah
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berdasarkan kewenangan daerah yang diatur dalam Undang-Undang, hal ini
mengingat volume dan aneka ragam urusan pemerintahan dan pembangunan yang
diselenggarakan di daerah sedemikian kompleks serta memerlukan penyelesaian
yang cepat dan tepat, diperlukan adanya pengawasan yang intensif. Hal ini
dimaksudkan guna menjamin terselenggaranya urusan pemerintahan dan
pembangunan dalam kerjasama yang serasi antara pemerintah daerah dengan
pemerintah tingkat atasnya.
Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan diperlukan untuk
menjamin agar pelaksanaan kegiatan pemerintahan berjalan sesuai dengan
rencana dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku. Selain itu, dalam rangka mewujudkan good governance dan clean
government, pengawasan juga diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan
pemerintahan yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta bersih dan
bebas dari praktik-praktik KKN (Korupsi Kolusi Dan Nepotisme). Melalui
pengawasan, diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah
ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan
efisien.
Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan dan untuk mencapai tujuan dari
pemerintah yang telah direncanakan maka perlu adanya pengawasan, karena
dengan pengawasan tersebut, maka tujuan yang dicapai dapat dilihat dengan
berpedoman pada rencana yang telah ditetapkan terlebih dahulu oleh pemerintah.
Dalam tata aturan pemerintahan kita kenal adanya lembaga Pengawasan
Pembangunan, baik pengawasan Internal maupun Eksternal. Pengawas eksternal
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adalah BPK dan BPKP. Sedangkan di Pemerintah Provinsi dan Kabupaten
pengawasan internal dilakukan oleh Inspektorat Daerah yang merupakan unsur
pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan pedoman atau acuan
untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian
kinerja berdasarkan indikator-indikator teknis, administrasif dan prosedural sesuai
dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang
bersangkutan. Ada beberapa tahapan-tahapan dalam pengawasan:
1. Menetapkan standar pelaksanaan (Perencanaan)
Dalam melakukan pengawasan harus mempunyai standar yang jelas.
2. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan
Mengukur kinerja pegawai SKPD, sejauhmana pegawai dapat menerapkan
perencanaan yang telah dibuat atau ditetapkan organisasi sehingga
organisasi dapat mencapai tujuannya secara optimal.
3. Pembandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan menganalisa
penyimpangan-penyimpangan
4. Pengambilan tindakan koreksi
Melakukan perbaikan jika ditemukan penyimpangan-penyimpangan yang
terjadi.
Dengan dibuatnya Standar Operasional Prosedur (SOP), semua SKPD di
Kabupaten Gowa sudah dijalankan sesuai SOP, agar tidak terjadi penyimpangan.
Pengawasan yang dilakukan BPKD selaku Bendahara Umum Daerah dan entitas
akuntansi hanya sebatas menyampaikan prosedur dan mekanismenya, aturan dan
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kelengkapannya, selanjutnya lebih jauh Inspektorat yang mempunyai tugas di
lapangan. BPKD tidak bisa secara langsung melakukan pengawasan di lapangan,
hanya sebatas dimitrasi. Untuk turun dan mengecek ke lapangan adalah tugas
Inspektorat. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh Kepala
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa:
“Badan Pengelolaaan Keuangan Daerah selaku sebagai Bendahara Umum
Daerah tentu sebagai koordinator di dalam rangka pelaksanaan sistem
akuntansi. Tetapi semua itu dibuat dulu acuannya, apakah itu Peraturan
Daerah, Peraturan Bupati, rangkaian aturan inilah yang kita awasi apakah
semua yang sudah dikeluarkan jadi aturan ini sudah dilaksanakan oleh
seluruh SKPD atau tidak. Karena kita bertanggungjawab semua selaku
koordinator. Badan keuangan sekarang kan berfungsi ganda, dia
disamping selaku koordinator untuk melaksanakan semua aturan ini,
mengawasi apakah aturan ini sudah berjalan atau tidak, sekaligus selaku
juga entitas akuntansi… [sesekali melirik jam tangan] Jadi Badan
Pengelolaan Keuangan ada 2 fungsinya yaitu selaku Bendahara Umum
Daerah dan selaku SKPD juga. Jadi selaku Bendahara Umum Daerah
semua mengawasi itu dalam rangka untuk menyusun laporan keuangan
daerah. Dari seluruh laporan keuangan masing-masing SKPD itu badan
keuangan selaku Bendahara Umum Daerah merampung semua, membuat
laporan konsolidasian… [sambil mengusap keringat] selanjutnya
dilakukan audit, baik itu internal (Inspektorat), eksternal (BPK atau
BPKP).”(Wawancara dengan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
Daerah, Rabu 18 Januari 2017).
Sedangkan menurut Kepala Bidang Akuntansi, mengatakan hal yang tidak
jauh berbeda yaitu bahwa:
“Lembaga pengawasan itu ada di setiap daerah itu namanya Inspektorat.
Di instansi-instansi pasti ada juga, di SKPD itu ada namanya tim
verifikasinya, ada pejabat penatausahaan keuangan yang ada disetiap
SKPD dengan membawahi yang namanya tim verifikasi. Tim verifikasi
itulah yang memeriksa, pengawasannya bukan berarti dalam hal ini yang
saya bicarakan barusan adalah pemeriksaannya bukan pengawasan
pengelolaannya tapi pengawasan dari sisi pemeriksaan kecocokan apakah
betul yang dia pertanggungjawabkan itu sesuai dengan apa yang
dianggarkan dan apa yang ditetapkan… [sambil menghembuskan napas
panjang] itu yang diawasi oleh pejabat penatausahaan keuangan itu di
setiap SKPD ada. Kalau dalam skop Pemerintahan mengawasi dalam hal
ini baik administrasinya, baik masalah fisiknya, itu fungsinya di
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Inspektorat. Inspektorat itulah yang setiap saat turun mengaudit apakah
triwulanan, bulanan. Kalau dari pengawas eksternal ada juga dari BPK,
BPKP, kalau BPK itu rutin minimal 2 kali dalam setahun.”(Wawancara
dengan Kepala Bidang Akuntansi, Jumat 13 Januari 2017).
Berdasarkan wawancara diatas menunjukkan fungsi dari pengawasan
keuangan daerah merupakan fungsi penilaian yang independen dalam suatu
organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang berkaitan
dengan keuangan daerah. Adapun fungsi pengawasan keuangan di Kabupaten
Gowa yaitu mengawasi seluruh regulasi yang dikeluarkan apakah telah dijalankan
sesuai aturan. Pengawasan keuangan daerah di Kabupaten Gowa ada pengawas
internal dan eksternal. Pengawas internal Kabupaten Gowa selaku Inspektorat
bertugas untuk melakukan evaluasi terhadap laporan dari hasil kegiatan. BPKD
selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) melakukan pengawasan terhadap apa
yang dilakukan selaku pengguna anggaran di semua SKPD. BPKD melakukan
pengawasan secara mekanisme, secara prosedural sesuai dengan aturan yang
ditetapkan.
Pengawasan erat sekali kaitannya dengan perencanaan, yang artinya harus
ada sesuatu obyek yang diawasi, jadi pengawasan hanya akan berjalan kalau ada
rencana program/kegiatan untuk diawasi. Rencana digunakan sebagai standar
untuk mengawasi, sehingga tanpa rencana hanya sekedar meraba-raba. Apabila
rencana telah ditetapkan dengan tepat dan memulai pengawasannya begitu
rencana dilaksanakan, maka tidak ada hal yang menyimpang.
Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan
yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara
efektif dan efisien. Bahkan melalui pengawasan, tercipta suatu aktivitas yang
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berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan
kerja sudah dilaksanakan, sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan, dan
sampai sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut
(Arfianti, 2011). Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan kepada
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa:
“Secara rutinitas selaku Bendahara Umum Daerah tentu melakukan
pengawasan terhadap apa yang dilakukan selaku pengguna anggaran di
semua SKPD. Tetapi secara substansi pengawasan itu lebih tepat
dilakukan oleh Inspektorat selaku pengawas internal daerah. Kalau kita
hanya pengawasan secara mekanisme, secara prosedural sesuai dengan
aturan tadi, tetapi Inspektorat lebih spesifik lagi terhadap penyimpangan-
penyimpangan… [sambil menghela nafas] Karena walaupun kita tahu
disana ada penyimpangan hanya sebatas untuk menyampaikan saja, tetapi
kalau Inspektorat sekaligus menyampaikan dan melakukan tindakan dalam
bentuk ada temuan dan selanjutnya lebih jauh dilakukan oleh Inspektorat.”
(Wawancara dengan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Rabu
18 Januari 2017).
Sedangkan menurut Kepala Bidang Akuntansi, mengatakan hal yang tidak
jauh berbeda yaitu bahwa:
“Agar tidak terjadi penyimpangan berarti kan sebelumnya harus diawasi.
sistem pengawasannya pertama kita keluarkan aturan-aturan. Memberikan
pembelajaran kepada mereka oleh teman-teman kita di Inspektorat rutin
untuk turun ke dinas-dinas SKPD, untuk mengaudit mereka, memberikan
pemahaman dan pembelajaran kepada mereka bahwa kalau ada
kekurangan apakah dalam hal pelaporannya baik adminstrasinya…
[sesekali mengecek hp] Jadi inspektorat itu turun bukan semata-mata
mencari kekurangan tetapi masih melekat dengan mereka unsur
pembinaan, jadi mereka turun memeriksa kekurangannya apa langsung
dibina misalkan ini tidak seperti ini harus seperti ini.”(Hasil wawancara
dengan Kepala Bidang Akuntansi, tanggal 13 Januari 2017).
Pernyataan dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi
pengawasan dalam organisasi sangat penting dikarenakan suatu pengorganisasian
akan berjalan terus dan semakin kompleks dari waktu ke waktu. Pengawasan
merupakan hal penting dalam upaya untuk menjamin suatu kegiatan terlaksana
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sesuai dengan rencana yang ingin dicapai, suatu upaya yang sistematik untuk
menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan
balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah
ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan, serta
untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa
semua sumber daya telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna
mencapai tujuan organisasi.
Sebagai pengawas internal, Inspektorat Daerah yang bekerja dalam
organisasi Pemerintah Daerah tugas pokoknya dalam arti yang lain adalah
menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen
puncak (Kepala Daerah) telah dipatuhi dan berjalan sesuai dengan rencana,
menentukan baik atau tidaknya pemeliharaan terhadap kekayaan daerah,
menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur dan kegiatan Pemerintah Daerah,
serta yang tidak kalah pentingnya adalah menentukan keandalan informasi yang
dihasilkan oleh berbagai Unit/Satuan Kerja sebagai bagian yang integral dalam
organisasi Pemerintah Daerah. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang
dilakukan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan
bahwa:
“Ya, seharusnya iya. Dengan pengawasan itu tujuannya agar tidak terjadi
lagi penyimpangan. Ada panismen kalau memang ada penyimpangan atau
hukuman supaya efek jera itu ada, supaya tidak berulang-ulang terjadi
penyimpangan itu. Pengawasan itu tentu ada acuannya, acuannya itu
aturan Perundang-undangan mulai dari Undang-Undang, Peraturan
Pemerintah, Permendagri, Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. Semua
aturan itu kan tujuannya… [menghembuskan nafas berat] supaya
pelaksana Pemerintahan khususnya di bidang pengelolaan keuangan tidak
terjadi penyimpangan. Harapan kita kalau sudah sesuai aturan itu tidak
perlu terjadi penyimpangan. Tetapi yang perlu dicatat dari segi
76
administrasi, dari segi pelaporan Gowa sudah dapat 5 kali berturut-turut
opini WTP dari BPK selaku pengawas eksternal. Dengan WTP ini kita
harapkan tidak ada lagi penyimpangan.”(Wawancara dengan Kepala
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Rabu 18 Januari 2017).
Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pengawasan
menekankan kepada pencegahan sehingga tidak ada kesalahan di kemudian hari
yang dilakukan sebelum tindakan dalam pelaksanaan kegiatan dilakukan (sebelum
terjadinya pengeluaran keuangan) yang bertujuan untuk mencegah terjadinya
penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan.
Inspektorat daerah sebagai aparat pengawas internal pemerintah daerah
memiliki peran dan posisi yang sangat strategis baik ditinjau dari aspek fungsi-
fungsi manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi serta program-
program pemerintah. Dari segi fungsi-fungsi dasar manajemen, ia mempunyai
kedudukan yang setara dengan fungsi perencanaan atau fungsi pelaksanaan.
Sedangkan dari segi pencapaian visi, misi dan program-program pemerintah,
Inspektorat daerah menjadi pilar yang bertugas sebagai pengawas sekaligus
pengawal dalam pelaksanaan program yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD).
D. Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan keuangan merupakan salah satu aspek penting dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertujuan dalam menentukan
keberhasilan pencapaian tujuan kesejahteraan masyarakat daerah. Pengelolaan
keuangan daerah yang baik akan berdampak pada penyelenggaraan Pemerintahan
yang efektif, efisien, dan tepat sasaran. Definisi pengelolaan keuangan daerah
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adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan daerah sesuai dengan
kedudukan dan kewenangannya yang meliputi kegiatan perencanaan,
pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban (Karianga, 2011).
Acuan dalam suatu sistem pengelolaan daerah meliputi: pengelolaan
keuangan daerah harus bertumpu pada kepentingan publik; kejelasan mengenai
misi pengelolaan keuangan daerah pada umumnya dan anggaran daerah pada
khususnya; kejelasan peran partisipasi; kerangka hukum dan administrasi bagi
pembiayaan, investasi dan pengelolaan keuangan daerah didasarkan pada kaidah
mekanisme pengelolaan keuangan daerah berdasarkan kaidah mekanisme pada
value for money, transparansi dan akuntabilitas; kejelasan kedudukan DPRD,
Bupati, pegawai; akuntan publik dalam pengawasan, pemberian opini dan rating
kinerja anggaran dan transparansi informasi ke publik. Hal ini sesuai dengan hasil
wawancara yang dilakukan Kepala Bidang Akuntansi, yang menyatakan bahwa:
“Kaidah semua harus kita patuhi, kita menyusun anggaran ada kaidahnya,
ada Permendagrinya tiap tahun keluar mengenai penyusunan APBD itu
yang harus diikuti. kapan keluar dari situ berarti kita melanggar. Setiap
menjelang akhir tahun turun yang namanya pedoman penyusunan
APBD… [sambil menghembuskan napas] Kenapa akhir tahun turun
karena APBD untuk tahun berikutnya maksimal tanggal pengesahannya
akhir desember itu sudah disahkan diakhir desember karena januari sudah
mau dipakai. Ada memang kaidah-kaidah yang mengatur itu tapi yang
pokok adalah pedoman penyusunan APBD.”(Wawancara dengan Kepala
Bidang Akuntansi, Jumat 13 Januari 2017).
Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa
pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada Peraturan Perundang-
undangan. Landasan hukum yang mengatur pengelolaan keuangan daerah yaitu
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah dan Permendagri No. 13 Tahun 2006 Pasal 3 yang sekarang telah
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diperbaharui menjadi Permendagri No. 59 Tahun 2007 mengatur tentang pedoman
pengelolaan keuangan daerah meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah,
asas umum dan struktur APBD serta rancangan sistem informasi akuntansi
keuangan daerah yang dimulai dari tata cara penyusunan, penetapan, pelaksanaan,
pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD), pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan
daerah dan pembinaan serta pengawasan pengelolaan keuangan daerah. Sehingga
dengan mengikuti aturan perundang-undangan tersebut maka dapat mewujudkan
transparansi dan akuntabilitas atas pengelolaan keuangan. Salah satu regulasi yang
dikeluarkan Pemerintah Pusat yaitu membuat suatu sistem aplikasi yang dapat
mengatur dalam penyusunan APBD mulai dari penganggaran, penatausahaan dan
pelaporan keuangan di instansi Pemerintahan. Dengan adanya regulasi tersebut,
maka Pemda Gowa dalam menerapkan SIMDA dapat mewujudkan transparansi
dan akuntabilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa.
Seperti dalam QS. Al-Syu'araa’/26:215 mengenai rasa tanggung jawab,
sebagai berikut:
          
Terjemahanya:
Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu
orang-orang yang beriman. (QS. Al-Syu'araa:215).
Ayat diatas menjelaskan seorang pemimpin wajib memiliki hati yang
melayani atau akuntabilitas (accountable). Istilah akuntabilitas adalah berarti
penuh tanggung jawab dan dapat diandalkan. Artinya seluruh perkataan, pikiran
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dan tindakannya dapat dipertanggungjawabkan kepada publik dan kepada Allah
kelak di akhirat nanti. Pemimpin yang melayani adalah pemimpin yang mau
mendengar. Mau mendengar setiap kebutuhan, impian, dan harapan dari mereka
yang dipimpin. Oleh karena itu pemimpin mempunyai tanggung jawab yang
sangat besar bagi bangsa ataupun organisasi yang dipimpin, baik itu di dunia
ataupun di akhirat nanti.
Salah satu bentuk konkrit untuk mewujudkan tranparansi dan akuntabilitas
Pengelolaaan Keuangan Negara adalah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan
pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dan disajikan
sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dengan peraturan
Pemerintah. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan kepada
Kepala Bidang Akuntansi, yang menyatakan bahwa:
“Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan
sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 tentang Standar Akuntansi
Pemerintah (SAP). SAP itulah yang menjadi pedoman atau payung
hukumnya untuk menyusun laporan keuangan.” (Wawancara dengan
Kepala Bidang Akuntansi, Jumat 13 Januari 2017).
Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa
Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa merupakan entitas Pemerintah yang harus
melaksanakan SAP berbasis akrual. Sebagai entitas Pemerintah, Pemda Gowa
menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai sumber
pendanaan dalam melaksanakan kegiatan Pemerintahan. Untuk itu sebagai bentuk
transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa juga harus
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melaporkan pengelolaan keuangan atas APBD tersebut kepada stakeholder
berdasarkan aturan yang berlaku yakni dengan menggunakan SAP berbasis akrual
sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010.
Sesuai dengan fungsi teori stewardship disini juga menjaga kepercayaan
yang diberikan principals seperti meningkatkan transparansi dan kinerjanya
dengan menjalankan SAP berbasis akrual secara bersungguh-sungguh karena
dengan menerapkan SAP tersebut diyakni dapat mencerminkan transparansi
dalam pengelolaan keuangan yang lebih baik. Teori stewardship ini diharapkan
dapat menjadi landasan agar pemerintah bekerja atas nama rakyat dan selalu
berfokus pada pencapaian hasil yang optimal dan berguna bukan hanya untuk
individu melainkan untuk masyarakat luas sehingga dapat menjadi dasar
pemikiran agar tata kelola pemerintahan jauh dari tindakan oportunisitik.
Pengelolaan Keuangan yang baik akan menciptakan laporan keuangan
yang baik pula, hal ini dapat mengindikasikan kinerja yang baik pula pada suatu
instansi atau organisasi. Pengelolaan keuangan daerah harus transparansi yang
mulai dari proses perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan anggaran daerah.
Selain itu, akuntabilitas dalam pertanggungjawaban publik juga diperlukan, dalam
arti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan
pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan
kepada DPRD dan masyarakat. Kemudian, value for money yang berarti
diterapkannya tiga prinsip dalam proses penganggaran yaitu ekonomi, efisiensi
dan efektivitas.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada
bab sebelumnya, maka dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai
berikut :
1. Penerapan SIMDA Keuangan sebagai sistem informasi akuntansi daerah
di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa saat ini belum
begitu efektif. Hal tersebut terkait dengan masalah infrastruktur dan
masalah kesiapan SDM. Walaupun SIMDA Keuangan belum efektif
diterapkan, tetapi dengan penerapan SIMDA Keuangan yang sebelumnya
menggunakan sistem manual telah membawa keuntungan bagi Pemerintah
Daerah Kabupaten Gowa yang dapat mempermudah dalam pelaksanaan
pengelolaan keuangan daerah. Dengan aplikasi ini, Pemerintah Daerah
dapat melaksanakan pengelolaan keuangan daerahnya secara terintegrasi,
dimulai dari penganggaran, penatausahaan hingga akuntansi dan
pelaporannya. Output yang dihasilkan oleh sistem ini lebih terstruktur
daripada penyusunan dengan sistem manual.
2. Sistem pengawasan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Gowa
dalam pelaksanaannya diawasi oleh pihak eksternal dan internal.
Inspektorat Daerah selaku pengawas internal Kabupaten Gowa
mempunyai tugas pengawasan yaitu menentukan apakah kebijakan dan
prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak (Kepala Daerah) telah
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dipatuhi dan berjalan sesuai dengan rencana, menentukan baik atau
tidaknya pemeliharaan terhadap kekayaan daerah, menentukan efisiensi
dan efektivitas prosedur dan kegiatan Pemerintah Daerah. BPKD selaku
Bendahara Umum Daerah melakukan pengawasan terhadap apa yang
dilakukan selaku pengguna anggaran di semua SKPD, BPKD hanya
melakukan pengawasan secara mekanisme, secara prosedural sesuai
dengan aturan yang ditetapkan.
3. Diterapkannya SIMDA sebagai sistem informasi akuntansi daerah maka
transparansi sistem pengelolaan keuangan pemerintah daerah jadi lebih
terlihat karena mampu menguraikan secara jelas dan rinci alur dari setiap
transaksi keuangan ditambah laporan keuangan yang dihasilkan mampu
memberikan informasi keuangan secara tepat waktu, lengkap, akurat dan
dapat diandalkan sesuai ketentuan yang berlaku. Setiap transaksi dapat
teridentifikasi secara jelas karena penerapan SIMDA berbasis online
memiliki standar dalam pelaksanaan yang sesuai dengan kebijakan. Sistem
informasi akuntansi keuangan daerah yang dimulai dari tata cara
penyusunan, penetapan, pelaksanaan, pertanggungjawaban pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pengelolaan kas,
penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah dan
pembinaan serta pengawasan pengelolaan keuangan daerah. Maka dari itu
kompleksitas dan transparansi tersebut secara langsung mampu
menujukkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
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B. Implikasi Penelitian
Implikasi penelitian yang diajukan peneliti berupa saran-saran atas
keterbatasan yang ada untuk perbaikan di masa mendatang, antara lain:
1. Pemahaman terhadap SIMDA Keuangan, diharapkan dapat memberikan
tambahan pengetahuan dan masukan terkait penerapan SIMDA Keuangan
agar kedepannya penerapan SIMDA Keuangan di Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah (BPKD) dapat dijalankan dengan efektif dan maksimal
demi terciptanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan
daerah Kabupaten Gowa.
2. Kompleksitas penerapan SIMDA Keuangan, diharapkan dengan ini dapat
dilakukan pengawasan yang serius agar mampu meminimalisir terjadinya
kesalahan dalam penerapan SIMDA, serta bisa mengatasi masalah-
masalah terkait dengan dukungan infrastruktur dan kesiapan SDM di
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa.
3. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan memperluas objek penelitiannya,
tidak hanya melihat pada satu SKPD saja sehingga dapat diketahui secara
lebih luas implikasi dari penerapan SIMDA Keuangan di Pemerintah
Daerah Kabupaten Gowa.
C. Saran
Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dikemukakan
diatas, maka dapat diberikan saran-saran yang nantinya diharapkan dapat
memperbaiki ataupun menyempurnakan penerapan SIMDA Keuangan di Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa sehingga lebih membawa
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dampak yang baik bagi pengelolaan keuangan dalam mewujudkan good
governance. Adapun saran-saran yang dimaksud adalah :
1. Berfokus pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang
dimiliki dengan cara gencar memberikan sosialisai disertai pelatihan
secara berkala kepada SDM dan menambah jumlah SDM terutama yang
mempunyai basic pengetahuan komputer serta yang memiliki latar
belakang pendidikan akuntansi khususnya akuntansi pemerintahan agar
penerapan SIMDA Keuangan dapat berjalan optimal.
2. Peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah masih
mempunyai potensi multi penafsiran sehingga menimbulkan banyak
persepsi mengenai tata laksana keuangan daerah. Aturan yang digunakan
Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa masih beda antara penganggaran
dengan pelaporan sehingga harapan kita kedepannya tidak perlu ada
perbedaan aturan tersebut.
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LAMPIRAN 1
Hasil Wawancara
Informan 1
Nama : H. Abd. Karim Dania, SE, MM
Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Tanggal : Rabu, 18 Januari 2017
Pukul : 09:30 Wita
Penerapan SIMDA
1. Bagaimana perubahan dari sistem manual ke sistem yang berbasis teknologi
informasi yaitu SIMDA sebagai sistem informasi akuntansi daerah di Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa?
Informan :
Sebenarnya manual bukan 100% manual, sistem yang kami pakai kenapa kita
bilang manual karena kita belum berbasis ke aplikasi tertentu, yang kita masih
pakai memang sudah memakai teknologi informasi tetapi belum ada aplikasi
tertentu yang kita pakai. Kemarin kita masih memakai yang namanya
Microsoft excel, itu yang kita pakai dengan membuat aplikasi tersendiri.
Sebenarnya kalo kita bicara manual ya itu tidak juga, kenapa di aplikasi yang
kita bangun walaupun dalam basisnya masih excel kan itu sebenarnya bagus
juga karena pada saat kita menginput itu sudah ada outputnya, artinya yang
menjadi beban bagi kita adalah pada saat awal kita melakukan semacam
anggaran baru yang bikin repot adalah bagaimana membuat, menyusun melalui
Microsoft Excel. Jadi setiap APBD berubah kita harus nyusun lagi dari awal,
APBD kita ambil kita susun kita sesuaikan dengan aturan-aturan yang ada,
dengan format-format baku yang ada itulah yang kita pakai.
2. Bagaimana kesiapan SDM dengan perubahan sistem tersebut?
Informan :
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kesiapan SDM disatu sisi harus betul-betul diperhatikan karena bagaimanapun
canggihnya suatu sistem kalau SDMnya yang tidak mempuni atau kurang
maka sistemnya tidak bisa berjalan secara totalitas makanya yang pertama
harus diperhatikan adalah SDMnya. Kita di sini di Pemda setiap tahun kita
lakukan diklat-diklat, jadi kita ngambil pemateri dari BPKP secara langsung
dan kita ikutkan semua yang ada di SKPD. Cuma kembali lagi karena ini
teknis tidak ada di akademik, makanya perlu penyesuaian yang baru, yang
penting dalam hal ini adalah mereka mempunyai basic pengetahuan tentang
komputer. Kenapa karena kita mau bermain-main dengan komputer. Yang
kedua paling tidak ada pengetahuan seputar yang namanya akuntansi,
kalaupun belum ada kita bentuk disana. Akuntansinya itu bagaimana
menjurnalnya karena di Simda itu ada jurnal didalamnya. Kalau menjurnal ini
debetnya ini kreditnya tidak boleh salah, kalau salah nanti salah juga akhirnya.
Makanya disitu kita didik.
3. Apakah saja kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa
didalam menjalankan sistem tersebut untuk pelaksanaan pengelolaan
keuangan daerah?
Informan :
Cuma yang menjadi permasalahannya kita di daerah, ndatau lah ini orang
pusat yang punya kerjaan, kita cuma berbicara masalah kita di daerah sendiri,
kita yang rasakan kok. Kita jadi pelaku bukan mereka, mereka cuma membuat
aturan. Sekarang ini aturannya masih beda antara penganggaran dengan
pelaporan masih beda Permendagrinya, penganggaran masih pakai
Permendagri 13 sementara pelaporan masih pakai Permendagri 64 notabenya
tidak bisa sama, makanya ada namanya maping anggaran, kadang dianggarkan
di permendagri 13 di A taruhlah, tapi di permendagri 64 tidak boleh
dilaporkan di A harus dilaporkan di B, makanya ada mapingannya, A
dimaping ke B, dimaping dipindahkan. jadi harapan kita tidak perlu ada
perbedaan aturan ini. Paling tidak, ada semacam regulasi bahwa itu
mapingnya harus ke B, mapingnya harus ke C supaya lebih jelas, lebih teratur
dan semua daerah sama. Ini kan kalau mapingnya tidak ada artinya saya
90
maping tergantung dari persepsi saya. Antara penganggaran dan pelaporan
tidak perlu ada perbedaan aturan.
4. Bagaimana dukungan infrastruktur dalam penerapan sistem tersebut?
Informan :
Dukungan infrastruktur dalam menerapkan aplikasi simda masih belum
optimal karena tidak semua wilayah SKPD dapat diakses, terutama SKPD
yang berada di wilayah Kecamatan dan Kelurahan. Padahal untuk proses
pengelolaan keuangan daerah dengan menggunakan aplikasi SIMDA harus
didukung dengan adanya akses internet. Kita masih terkendala di jaringan
internet.
Pengawasan Keuangan Daerah
1. Bagaimana fungsi pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan
pengelolaan APBD?
Informan :
Badan Pengelolaaan Keuangan Daerah selaku sebagai Bendahara Umum
Daerah tentu sebagai koordinator di dalam rangka pelaksanaan sistem
akuntansi. Tetapi semua itu dibuat dulu acuannya, apakah itu Peraturan
Daerah, Peraturan Bupati, rangkaian aturan inilah yang kita awasi apakah
semua yang sudah dikeluarkan jadi aturan ini sudah dilaksanakan oleh seluruh
SKPD atau tidak, karena kita bertanggungjawab semua selaku koordinator.
Badan keuangan sekarang kan berfungsi ganda, dia disamping selaku
koordinator untuk melaksanakan semua aturan ini, mengawasi apakah aturan
ini sudah berjalan atau tidak, sekaligus selaku juga entitas akuntansi. Jadi
Badan Pengelolaan Keuangan ada 2 fungsinya selaku Bendahara Umum
Daerah dan selaku SKPD juga. Jadi selaku Bendahara Umum Daerah semua
mengawasi itu dalam rangka untuk menyusun laporan keuangan daerah. Dari
seluruh laporan keuangan masing-masing SKPD itu badan keuangan selaku
Bendahara Umum Daerah merampung semua, membuat laporan konsolidasian
selanjutnya dilakukan audit, baik itu internal (Inspektorat), eksternal (BPK
atau BPKP).
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2. Bagaimana sistem pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah agar
tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan?
Informan :
Secara rutinitas selaku Bendahara Umum Daerah tentu melakukan
pengawasan terhadap apa yang dilakukan selaku pengguna anggaran di semua
SKPD. Tetapi secara substansi pengawasan itu lebih tepat dilakukan oleh
Inspektorat selaku pengawas internal daerah. Kalau kita hanya pengawasan
secara mekanisme, secara prosedural sesuai dengan aturan tadi, tetapi
Inspektorat lebih spesifik lagi terhadap penyimpangan-penyimpangan. Karena
walaupun kita tahu disana ada penyimpangan hanya sebatas untuk
menyampaikan saja, tetapi kalau Inspektorat sekaligus menyampaikan dan
melakukan tindakan, dalam bentuk ada temuan dan selanjutnya lebih jauh
dilakukan oleh Inspektorat.
3. Apakah Inspektorat sudah menjalankan tugas sesuai dengan peraturan yang
telah ditetapkan?
Informan :
Ya, Seharusnya iya, dengan pengawasan itu tujuannya agar tidak terjadi lagi
penyimpangan. Ada panismen kalau memang ada penyimpangan atau
hukuman supaya efek jera itu ada, supaya tidak berulang-ulang terjadi
penyimpangan itu. Pengawasan itu tentu ada acuannya, acuannya itu aturan
Perundang-undangan mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah,
Permendagri, Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. Semua aturan itu kan
tujuannya untuk supaya pelaksana Pemerintahan khususnya di bidang
pengelolaan keuangan tidak terjadi penyimpangan. Harapan kita kalau sudah
sesuai aturan itu tidak perlu terjadi penyimpangan. Tetapi yang perlu dicatat
dari segi administrasi, dari segi pelaporan Gowa sudah dapat 5 kali berturut-
turut opini WTP dari BPK selaku pengawas eksternal. Dengan WTP ini kita
harapkan tidak ada lagi penyimpangan.
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Hasil Wawancara
Informan 2
Nama : Mahmud, S.Sos, MM
Jabatan : Kepala Bidang Akuntansi
Tanggal : Jumat, 13 Januari 2017
Pukul       : 10:00 Wita
Penerapan SIMDA
1. Bagaimana perubahan dari sistem manual ke sistem yang berbasis teknologi
informasi yaitu SIMDA sebagai sistem informasi akuntansi daerah di Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa?
Informan :
Dari tahun 2002 sampe tahun 2014 kita pakai excel, dan saya sendiri yang
buat itu, saya pelakunya yang buat itu yang harus menyusun rumus-rumus
excel link dari A sampai Z yang menghasilkan laporan setebal itu. Kan tidak
bisa terbayang itu bagaimana repotnya. Makanya pada saat ada PP 71 yang
mengisyaratkan semua Pemerintah Kabupaten Kota diseluruh Indonesia harus
memakai basis akrual untuk menyusun laporan keuangan. Saya sebenarnya
masih bisa pakai excel tetapi alangkah janggalnya kalo daerah semua sudah
pakai aplikasi, kita sendiri yang masih tetap bertahan. Ada memang kemarin
kita dapat WTP, Gowa sudah 5 kali dapat WTP tetapi ada rasa tersendiri
mungkin, artinya begini kita masih pakai manual tetapi kita bisa dapat WTP
loh. Ada semacam rasa bangga tersendiri, tetapi rasa bangga itulah yang
sebenarnya kita tidak bisa mempertahankan untuk menggunakan manual itu,
bagaimana manual itu dapat WTP kita beralih ke aplikasi dengan tetap
membawa wtp itu. Makanya kemarin saya bicara sama pimpinan kalo bisa kita
kerjasama saja dengan instansi-instansi lain yang bisa menyiapkan kita
aplikasi. Kemudian kita jajaki kita kerjasama dengan BPKP, BPKP
menyiapkan yang namanya sistem aplikasi untuk mengelola keuangan daerah
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namanya SIMDA keuangan. Jadi kita tetap kerjasama dengan mereka, kita
masih baru menggunakan SIMDA tahun 2015. Kita tetap bersyukur baru 1
tahun pakai tapi masih tetap mendapat opini WTP.
2. Bagaimana kesiapan SDM dengan perubahan sistem tersebut?
Informan :
Makanya setiap tahun karena keterbatasan anggaran kita cuma bisa satu kali
satu tahun, disitu kita ikutkan khusus yang mengelola SIMDA dan yang
menyusun laporan keuangan. Jadi kita laksanakan itu peningkatan kualitas
SDM melalui diklat-diklat, kadang juga dikirim ada permintaan dari BPKP
kita kirim kesana untuk ikut, atau permintaan dari instansi lain yang sesuai
dengan tupoksi kita disini, kita kirim teman-teman untuk mengikuti diklat itu
dengan harapan selesai mereka disana ada peningkatan SDM yang mereka
kemarin tidak tahu menjadi lebih tahulah. Karena memang sih sederhana
aplikasinya tetapi didalamnya itu rumit harus betul-betul dimengerti. Kalau
kita tidak bisa mengerti susah juga. Di dalamnya itu macam-macam mulai dari
penganggarannya sampai ke pelaporannya ada itu di simda.
3. Apakah saja kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa
didalam menjalankan sistem tersebut untuk pelaksanaan pengelolaan
keuangan daerah?
Informan :
Permendagri 64 yang kita pakai untuk nyusun diatasnya ada PP 71 masalah
SAP kan. Payung pemeriksa itu adalah PP 71, sementara kita menyusun pakai
Permendagri 64. Ada namanya Laporan Operasional (LO) kan, di Laporan
Operasional ada namanya pendapatan LO, ada namanya beban. Di beban itu
ada beban pegawai, beban barang jasa, ada beban bunga dll, itu di
Permendagri. Sementara di PP 71 beban barang jasa itu dibagi menjadi 4,
beban pemeliharaan, beban persediaan, beban tunjangan dinas dan ada beban
jasa, sementara di Permendagri cuma satu yaitu beban barang jasa. Sementara
pemeriksa kiblatnya di PP 71 karena itu yang tertinggi PP, Peraturan
Pemerintah itu lebih tinggi dari Permendagri. mau tidak mau kita harus ikuti.
Bagaimana caranya, saya ambil outputnya saya modifikasi ikut PP 71, jadi
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kita masih tetap pakai Simda tapi tidak 100% kita pakai itu karena belum
sesuai dengan PP 71. Nah kalau tidak pakai permendagri 64 susah juga, kalau
di PP 71 cuma globalnya doang, yang ada rekening-rekeningnya itu rekening
pembebanannya itu di permendagri 64 jadi kalo mau buat aplikasi harus pakai
permendagri 64. Jadi kadang kita masih terbentur aturan yang setiap saat
selalu berubah.
4. Bagaimana dukungan infrastruktur dalam penerapan sistem tersebut?
Informan :
Tetapi yang mungkin masih menjadi nilai minus di kita, kita belum bisa
memakai simda secara online, jadi dia bisa memakai online siapapun bisa
melalui jarak di dataran tinggi yang penting sudah bisa ada akses. cuma
masalahnya kita Gowa itu terdiri dari dua karakteristik daerah atau wilayah,
ada dataran rendah ada dataran tinggi. Dataran tinggi belum bisa menjangkau
akses informasi kesana atau akses jaringan internet itu, jarang ada yang
sampai kesana makanya kita belum bisa memakai itu, yang kita pakai masih
sistem eksport import data melalui media, apakah melalui flashdisk atau
melalui cd masih itu yang kita pakai tetapi mungkin kedepannya kita akan
beralih kesitu. kita benahi dulu dasar-dasar semacam keuangannya, simda
barangnya, kasnya semua. Sudah bagus dasarnya peletakan dasarnya cukup
bagus balik lagi penyampaian informasi berbasis website, onlinenya yang
belum. Kita masih terkendala jaringan internetnya.
5. Apakah dengan penerapan SIMDA sebagai sistem informasi akuntansi
keuangan mempengaruhi kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Gowa?
Informan :
Kalau berbicara secara kualitas memang iya sih, artinya begini secara kualitas
laporan tidak terlalu signifikan tapi secara mempermudah dengan
mendapatkan itu iya agak lebih mudahlah, tingkat kesalahan bisa dikurangi,
tingkat kerepotan bisa diminimalisir, yang tadinya kita setengah mati sekarang
sudah tidak setengah mati lagi, mengurangi beban kerja. Tetapi satu yang kita
harapkan, bukan berarti kita harus berlepas tangan dari itu, masih tetap harus
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mengawasi, walaupun bagaimana canggihnya suatu laporan kalau salah
masukannya salah keluarnya jadi human error itu masih tetap ada, itu yang
kita harus minimalisir, karena teman-teman itu kan artinya baru beradaptasi
baru mengenal yang namanya simda, yang kemarin otaknya dipenuhi oleh
excel sekarang masuk simda, jadi itu yang harus kita rubah pola pikir mereka
menuju aplikasi.
Pengawasan Keuangan Daerah
1. Bagaimana fungsi pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan
pengelolaan APBD?
Informan :
Lembaga pengawasan itu ada di setiap daerah itu namanya Inspektorat. Di
instansi-instansi pasti ada juga, di SKPD itu ada namanya tim verifikasinya,
ada pejabat penatausahaan keuangan yang ada di setiap SKPD dengan
membawahi yang namanya tim verifikasi. Tim verifikasi itulah yang
memeriksa, pengawasannya bukan berarti dalam hal ini yang saya bicarakan
barusan adalah pemeriksaannya bukan pengawasan pengelolaannya tapi
pengawasan dari sisi pemeriksaan kecocokan apakah betul yang dia
pertanggungjawabkan itu sesuai dengan apa yang dianggarkan dan apa yang
ditetapkan, itu yang diawasi oleh pejabat penatausahaan keuangan itu di setiap
SKPD ada. Kalau dalam skop Pemerintahan mengawasi dalam hal ini baik
administrasinya, baik masalah fisiknya, itu fungsinya di Inspektorat.
Inspektorat itulah yang setiap saat turun mengaudit apakah triwulanan,
bulanan. Kalau dari pengawas eksternal ada juga dari BPK, BPKP, kalau BPK
itu rutin minimal 2 kali dalam setahun.
2. Bagaimana sistem pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah agar
tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan?
Informan :
Agar tidak terjadi penyimpangan berarti kan sebelumnya harus diawasi.
Sistem pengawasannya pertama kita keluarkan aturan-aturan. Memberikan
pembelajaran kepada mereka oleh teman-teman kita di Inspektorat, rutin untuk
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turun ke dinas-dinas SKPD, untuk mengaudit mereka, memberikan
pemahaman dan pembelajaran kepada mereka bahwa kalau ada kekurangan
apakah dalam hal pelaporannya baik adminstrasinya. Jadi inspektorat itu turun
bukan semata-mata mencari kekurangan tetapi masih melekat dengan mereka
unsur pembinaan, jadi mereka turun memeriksa kekurangannya apa langsung
dibina misalkan ini tidak seperti ini harus seperti ini.
Pengelolaan Keuangan Daerah
1. Apakah dalam pelaksanaan APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa
berbagai kaidah dalam pelaksanaannya telah dipatuhi oleh semua pihak yang
terkait?
Informan :
Kaidah semua harus kita patuhi, kita menyusun anggaran ada kaidahnya, ada
Permendagrinya tiap tahun keluar mengenai penyusunan APBD itu yang harus
diikuti. kapan keluar dari situ berarti kita melanggar. Setiap menjelang akhir
tahun turun yang namanya pedoman penyusunan APBD. Kenapa akhir tahun
turun karena APBD untuk tahun berikutnya maksimal tanggal pengesahannya
akhir desember, itu sudah disahkan diakhir desember karena januari sudah
mau dipakai. Ada memang kaidah-kaidah yang mengatur itu tapi yang pokok
adalah pedoman penyusunan APBD.
2. Bagaimana pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Pemerintah Daerah
Kabupaten Gowa? Apakah bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi
Pemerintahan?
Informan :
Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai
Peraturan Pemerintah Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
(SAP). SAP itulah yang menjadi pedoman atau payung hukumnya untuk
menyusun laporan keuangan.
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LAMPIRAN 2
Dokumentasi Penelitian
Wawancara dengan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Wawancara dengan Kepala Bidang Akuntansi
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Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
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